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ABSTRAK 

EVALUASI KEBIJAKAN PENERAPAN KA WASAN TANPA ROKOK 
(STUD I PADA PELABUHAN PENUMPANG D1 TANJUNG BALAI 

KARIMUN KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU) 

Sukri Aricahyono 
safigsafal2@gmail.com 

Program Pasca Sarjana 
Universitas Terbuka 

Penerapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan upaya perlindungan untuk 
masyarakat terhadap ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar 
asap rokok dan menanggulangi meningkatnya prevalensi perokok dan masalah 
yang ditimbulkan oleh paparan asap rokok. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di 
Tanjung Balai Karimun berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 14 Tahun 
2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok. Kenyataan 
yang teijadi di pelabuhan Tanjung Balai Karimun peraturan Bupati tentang 
Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok belum sepenulmya 
diterapkan. Masih tingginya angka kejadian merokok pada Pelabuhan Penumpang 
di Tanjtmg Balai Karimun, pemberlakuan sanksi yang tidak tepat dan tidak 
beijalan sebagaimana mestinya merupakan suatu permasalahan yang· yang teijadi 
pada penerapannya, sehingga kebijakan ini perlu dievaluasi. 

Penelitian ini adalah penelitian survei dengan pendekatan kualitatif yang 
bertujuan untuk: (1) mengetahui sejauh mana penerapan kebijakan kawasan tanpa 
rokok di Pelabuhan Tanjung Balai Karirnun, (2) mengetahui hambatan dalam 
penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun. 
Informan dalam penelitian ini ada 11 orang, yaitn 2 orang pegawai Dinas 
Kesehatan, 2 orang Pegawai PT.Pelindo I Tanjung Balai Karirnun, 4 orang 
pengunjung Pelabuhan, 1 orang petugas kebersihan pelabuhan, 2 orang penjual 
tiket dan 1 orang pemilik kantin. Pengurnpulan data meliputi data primer dengan 
cara wawancara dan observasi melalui pengamatan langsung di lapangan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (I) Pelaksanaan Kebijakan 
Peraturan Bupati Karimun Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok 
dan Kawasan Terbatas Merokok kurang efektif karena terdapat pelaksanaan 
kebijakan yang tidak sesuai dengan harapan pembuat kebijakan, (2) Pelaksanaan 
kebijakan Peraturan Bupati Karimun Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kawasan 
Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok cukup efisien karena usaha yang 
dilakukan pembuat dan pelaksana kebijakan dalam hal ini Pelabuhan Tanjung 
Balai karimun sudah optimal, (3) Hasil dari kebijakan Peraturan Bupati Karimun 
Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas 
Merokok adalah buku pedoman tentang pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, 
penandatanganan kesepakatan pelaksanaan peraturan Bupati Nomor 14 tahun 
2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok, Tim 
Pemantau KTR, ( 4) Biaya dan manfaat yang didistribusikan akibat adanya 
Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 dilakukan secara merata. 
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Kata kunci: Evaluasi, Implemeutasi Peraturan Bupati Kawasan Tanpa 
Rokok(KTR) 
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Evaluation of Policy Implementation No Smoking 
( Study on Passenger Port of district Karimun Riau Islands Province) 

Oleh: 

Sukri Aricahyono 
Email: sa:fiqsafa12@grnail.com 

Jurusan Admnisitrasi Publik 
Program Pascasarjana, Universitas Terbuka 

Abstract 

Application of No Smoking is a safeguard against threats to public health 
problems due to smoke polluted environment and tackle the increasing prevalence 
of smoking and the problems caused by exposure to cigarette smoke. No Smoking 
Policy Implementation in Tanjung Balai Karirnun Karirnun based on the decree 
No. 14 of2014 on No Smoking and Smoking Restricted Zone has been in force 
since 2014. The fact that occurred in the port of Tanjung Balai Karirnun Regent 
regulatory policy No. 14 of 2014 on Regions Without cigarettes and smoking 
Restricted Zone has not been fully implemented. Still high incidence of smoking 
in the Port of Tanjllllg Balai Karirnllll, sanctions are not appropriate and does not 
flll1 properly is a problem that occurs in its implementation, so that the policy 
needs to be evaluated. 

This study is a survey research with a qualitative approach which aims to: 
(1) determine the extent of policy implementation smoking area at the Port of 
Tanjung Balai Karirnun, (2) mengetahaui bottlenecks in policy implementation 
smoking area at the Port of Tanjllllg Balai Karimllll. Informants in this study there 
are 9 people, namely I Bureau of Health, 1 field coordinator Ports, 4 visitors port 
Port I officer, 1 ticket sellers and I canteen owner. The data collection includes 
primary data through interviews and observations by direct observation in the 
field. 

The results showed that: (1) Implementation of Regulatory Policy Regent 
Karimtm No. 14 of 2014 on No Smoking Area and Region Limited smoke less 
effective because there is implementation of policies that are not in accordance 
with the expectations of policy makers, (2) policy implementation decree Karirnllll 
No. 14 2014 about No smoking Area and Limited smoking quite efficient for 
businesses that do policy makers and implementers in this case the Port of 
Tanjllllg Balai Karimllll is optimal, (3) Results of the policy decree Karirnllll No. 
14 of 2014 on No smoking Area and Limited smoking is a handbook on the 
implementation of the No smoking, signing an agreement implementing the 
regent regulation No. 14 of 2014 on No smoking Area and Limited smoking 
Monitoring team KTR, ( 4) the costs and benefits are distributed as a result of the 
decree No. 14 of2014 carried out evenly. 

Keywords: Evaluation, Implementation No Smoking (KTR) 
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BABIV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

L Pelabuhan Tanjung Balai Karimun 

a. Sejarab Singkat Pelabuhan Tanjung Balai Karimun 

Pelabuhan Tanjung Balai Karimun telah ada sejak Tahun 

1958, pengoperasiannya dibawahpengelolaan PT Pelabuhan Indonesia 

I (Persero) sejak Tabun 1998 dan ditetapkan sebagaiCabang 

Pelabuhan Kelas III berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT 

Pelabuhan Indonesia I(Persero) No.OT.09/1/2/PI-98 tanggal 16 

Januari 1998. Selanjutuya, naik ke kelas II, pada tabun 2009 dengan 

Surat Keputusan Direksi No.PR 02/3/IIIPI-09 tanggal 18 Agustus 

2009. 

Pelabuhan ini terletak di Pulau Karimun Besar pada posisi 

geografis 00' 59' 17'' LU dan103°26' 14" BT, secara administrasi 

masuk dalam kawasan Kabupaten Karimun. PelabuhanTanjung Balai 

Karimun diperkirakan memiliki prospek yang cerah karena lokasinya 

cukupstrategis berada pada lingkungan pengaruh positif IMS-GT 

(Indonesia Malaysia Singapore-Growth Triangle) dan dekat dengan 

Singapura yang mempakan pusat pertumbuhan regionaldiAsia 

Tenggara. Menumt data statistik kegiatan kepelabuhanan 

menunjukkan teijadinya peningkatan yang cukup pesat baik pelayaran 

domestik maupun luar negeri, khususnya yangberkenaan dengan 
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sektor pariwisata dan industri maritim. Sektor potensial yang 

menjadiandalan Pemerintah setempat adalah sektor pariwisata, 

perikanan dan industri kelautan. 

Berkaitan dengan hal tersebut diperkirakan mobilitas barang 

dan penumpang akan terns meningkat yang pada giliraunya frekuensi 

lain lintas kapal melalui Pelabuhan Penumpang Tanjung 

BalaiKarimun juga diperkirakan akan naik. 

b. Visi, Misi dan Tujuau 

Visi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) ditetapkan sebagai 

berikut:"Menjadi Nornor Satu di Bisnis Kepelabuhanan di Indonesia" 

Misi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) ditetapkan sebagai 

berikut:"Menyediakan Jasa Kepelabuhanan yang Terintegrasi, 

Berkualitas dan Bernilai Tarnbah untuk Memacu Pertumbuhan 

Ekonomi Wilayah" 

Adaptm tujuan perusahaan sebagairnana dinyatakan dalarn 

anggaran dasar PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) adalah untuk 

melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah 

di bidang ekonomi dan pembangunan serta rnemupuk keunnmgan bagi 

perseroan dengan menyelenggarakan usaha jasa kepelabuhanan dan 

usaha-usaha lainnya yang mempunyai hubungan dengan usaha 

tersebut. 

c. Kegiatan U saba 

PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) rnemililti bidang-bidang 

usaha sebagai berikut: 
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1) Mengusahakan kolam-kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu 

lintas pelayaran dan tempat berlabnlmya kapal. 

2) Mengusahakan jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan 

(politage) dan penundaan kapal. 

3) Mengusahakan dermaga dan fasilitas lainnya. 

4) Mengusahakan gudang-gudang dan tempat penimbunan barang­

barang angkutan Bandar, alat bongkar muat serta peralatan 

pelabuhan. 

5) Mengusahakan jasa terminal yang terdiri dari usaha bongkar muat 

dan usal1a terminal peti kemas. 

6) Pengusahaan tanah, perairan, bangunan listrik dan air minum 

yang berhubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan !aut. 

7) Mengusahakan jasa konstuksi dan konsultasi pendidikan dan 

pelatihan yang berkaitan dengan pelabuhan. 

8) Mengusahakan rumah sakit. 

9) Usaha-usaha yang dapat menunjang tercapainya tujuan 

perusahaan 

d. S truktur Organisasi 

Struktur organisasi perusahaan mempunyai peran yang sangat 

penting dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan. Untuk ih!lah 

maka strukhrr organisasi didesain dengan kebuhilian dan keadaan 

perusahaan. Struktur organisasi yang diciptakan haruslah mampu 

menggunakan seluruh daya yang dimiliki oleh pemsahaan secara 

optimal. Dengan demikian maka struktur organisasi yang baik akan 
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membagi seltmm tugas, wewenang, tanggtmg jawab dan mampu 

mengatur tata hubungan yang hannonis antar unit-unit organisasi yang 

ada dalam perusabaan. 

Sesuai dengan keputusan direksi PT.Pelabuhan Indonesia I 

(Persero) No.PR.Ol/1/14/P.l-01 tentang organisasi dan tata kmja 

kantor pusat PT.Pelabuhan · Indonesia I(Persero) babwa struktur 

organisasi pemsabaan adalab berbentuk garis dan staf. 

Gambar4J 

Struktur Organisasi PT Pelindo I (Persero) 

PELIIVDOI GENERAL 
P.:>ONSSJ.ol &~TEmn• 

MANAGER 

l l 
MANAGER MANAGER MANAGER MANAGER 

SDM&UMUM BISNIS KEUANGAN TEKNIK 

1 
B KOORDINATOR KOORDINATOR 

LAPANGAN TERMINAL DERMAGA 
PENUMPANG CARGO 

e. Pembagian Tugas dan Tanggtmgjawab 

Dalam aktivitas kegiatan yang ada di PT Pelabuhan Indonesia I, 

pembagian tugas serta tanggtmg jawab di perusabaan telah diatur 

berdasarkan keputusan direksi perusahaan. 
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Pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing 

jabatan di PT Pelabuhan Indonesia I Tanjung Balai Kariimm dapat 

dilihat pada uraian berikut ini: 

1) General Manager 

Adapun tugas dan tanggungjawab seorang general manager 

adalah sebagai berikut: 

a) Pemimpin tertinggi di perusahaan yang menetapkan langkah­

langkah pokok dalarn melaksanakan kebijakan dan sasaran­

sasaran perusahaan. 

b) Menyetujui dan menandatangani surat-surat penting yang 

berkenaan dengan perusahaan. 

c) Bertanggung jawab atas semua kegiatan operasional perusahaan 

serta kontinuitas kegiatan perusahaan. 

2) Deputi General Manager 

Adapun tugas dan tanggtmg jawab seorang deputi general 

manager adalah sebagai herikut: 

a) Bersarna general manager membantu menyustm sasaran, 

rencana kerja, dan anggaran yang merupakan bagian rencana 

keija dan anggaran perusahaan. 

b) Memberikan penugasan, pengendalian dan penilaian kerja pada 

masing-masing divisi. 

c) Membantu general manager dalarn melaksanakan kegiatan 

operasional. 
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d) Memimpin penyelenggaraan pengelolaan (penerbitan atau 

pelaporan, pendistribusian, penyimpangan, dan pemeliharaan) 

data dan informasi. 

3) Divisi Sistem Manajemen 

Adapun tugas dan tanggung jawab divisi sistem manaJemen 

adalah sebagai berikut: 

a) Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan penerapan 

sistem manajemen yang meliputi sistem manajemen mutu, 

International Ship Port Security (ISPS Code), manajemen 

risiko, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan KeJja 

(SMK3) dan Sistem Manajemen Lingktmgan (SML). 

b) Mengendalikan dan melaporkan Key Peiformance Index 

(KPI) unit. 

c) Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan 

pengamanan pelabuhan. 

4) Divisi Teknik 

Adapun tugas dan tanggung jawab divisi teknik adalah 

sebagai berikut: 

a) Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan penyiapan 

fasilitas, rencana nduk pelabuhan dan pengelolaan lingktmgan. 

b) Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan penyiapan 

peralatan dan instalasi. 
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5) Divisi Teknologi Jnformasi 

Adapun tugas dan tanggung jawab divisi teknologi 

informasi adalah sebagai berikut: 

a) Mereocanakan, melaksanakan dan mengendalikan 

pengoperasian dan emeliharaan sistem dan teknologi informasi 

sertaCCTV. 

b) Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan 

peogumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi. 

6) Divisi Umum 

Adapun tugas dan tanggung jawab divisi umum adalal1 

sebagai berikut: 

a) Mereocanakan, melaksanakan dan meogendalikan kegiatan 

pengelolaan dan administrasi sumber daya manusJa, 

ketatausalman dan kerumahtanggaan. 

b) Merencanakan, melaksanakan dan meogendalikan tata usaha, 

rumah tangga dan keprotokolan. 

c) Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan 

hukum dan humas. 

7) Divisi Pelayanan Kapal 

Adapun tugas dan tanggung jawab divisi pelayanan kapal 

adalah sebagai berikut: 

a) Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pelayanan 

labuh, tambat, pemanduan dan penundaan. 
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b) Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan penyiapan 

armada. 

8) Divisi Pelayanan Terminal 

Ada pun tugas dan tanggtmg jawab divisi pelayanan terminal 

adalah sebagai berikut: 

a) Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pelayanan 

kapal dan barang engan pihak internal dan ekstemal perusahaan. 

b) Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan 

perencanaan dan pengendalian operasi, pelayanan operaSI, 

pelayanan pemadam kebakaran dan rupa-rupa. 

9) Divisi Usaha Bongkar Muat (UBM) 

Adapun tugas dan tanggung jawab divisi usaha bongkar 

muat adalah sebagai berikut: 

a) Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan 

bongkar muat dan penumpukan. 

b) Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan 

administrasi dan keuangan usaha bongkar muat. 

10) Divisi Komersil 

Adapun tugas dan tanggtmg jawab divisi komersil adalah 

sebagai berikut: 

a) Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan verifikasi 

dan penotaan, pelaksanaan administrasi trafik, produksi dan 

pendapatan serta penerapan SLG dan penanganan CRM. 
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b) Merencanakan dan pelaksanaan pengembangan usaha, 

promosi, penanganan keluahan pelanggan dan keJjasama usaha. 

11) Divisi Keuangan 

Adaptm tugas dan tanggtmg jawab divisi keuangan adalah 

sebagai berikut: 

a) Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan anggaran 

dan akuntansi. 

b) Merencanakan, 

perbendaharaan. 

melaksanakan dan mengendalikan 

c) Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kemitraan 

dan bina lingkungan. 

12) Divisi Logistik 

Adapun tugas dan tanggtmg jawab divisi Iogistik adalah 

sebagai berikut: 

a) Merencanakan dan melaksanakan program keJja sistem logistik 

perusahaan. 

b) Melaksanakan program kerja bidang pengadaan barang dan 

jasa serta gudang persediaan. 

c) Melaksanakan program keJja administrasi dan ketatausahaan 

pengadaan barang dan jasa serta penynnpanan dan 

pendistribusian barang. 

2. Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kawasan 

Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok 
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a. Latar Belakang dan Tujuan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 

tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok 

Peraturan Bupati Karimun Nomor 14 Tahun 2014 tentang 

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok 

(KTM) menyebutkan bahwa tujuan ditetapkannya kawasan tanpa 

rokok adalah menurunkan angka kesakitan dan angka kematian 

dengan earn mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat, 

meningkatkan produktivitas kerja yang optimal, mewujudkan kualitas 

udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok, menurunkan 

angka perokok dan mencegah perokok pemula dalam · rangka 

mewujudkan generasi muda yang sehat. 

Munculnya peraturan Bupati Karimun Nomor 14 Tahun 2014 

bermula dengan adanya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 yang 

menyebutkan lingkungan yang sehat dapat terwujud antara lain 

dengan menerapkan kawasan tanpa rokok (KTR) dan adanya 

himbauan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia agar Gubemur 

dan Bupati/Walikota mengembangkan kebijakan kawasan tanpa 

rokok. 

Kabupaten Karimun termasuk sudah terlambat dalam 
penerapan kawasan tanpa rokok dikorenakan daerah-daerah 
lain sudah terlebih dahulu menerapkan kawasan tanpa rokok, 
sudah menerapkan peraturan Bupati bahkan sudah masuk 
peraturan daerah, karena ini adalah himbauan dari 
kementerian kesehatan secara resmi dengan dasar Undang­
undang Nomor 36 Tahun 2009 yang menyebutkan lingkungan 
yang sehat dapat terwujud antara lain dengan menerapkan 
kawasan tanpa rokok (KTR). Awalnya komi mengadakan studi 
banding ke daerah yang sudah menerapkan kawasan tanpa 
rokok dan berhasil. Konsep ini sudah lama dibuat dengan 
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adanya studi banding dan melihat untuk segera dirnmuskan 
maka dinas kesehatan mernmuskan peraturan bupati tentang 
kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok. Karimun 
sendiri mernpakan Kabupaten dengan angka tertinggi perokok 
di Kepulauan Riau sehingga tujuannya menurnnkan angka 
perokok disamping tujuan yang lain menciptakan kualitas 
udara yang sehat dan sebagai implementasi Undang-undang 
Kesehatan. (Wawancara dengan Kepala Seksi P2ML, 
Survei/ansi dan Jmunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten 
Karimun, 6 Oktober 2016, pukul 11.00 WJB) seperti pada 
gambar lampiran VIII 

Tingginya angka penyakit yang diakibatkan oleh asap rokok 

juga menjadi salah satu Jatar belakang munculnya kebijakan kawasan 

tanpa rokok. Berdasarkan hasil observasi pada tahun 2012 dan 2013 

dari 10 penyakit terbanyak di Kabupaten Karimun jumlah penderita 

Penyakit Infeksi Saluran Pemafasan Akut (ISP A) menempati urutan 

tertinggi yaitu mencapai 17.636 pada tahun 2012 dan 17.910 pada 

tahun 2013. Berikut disajikan tabel 10 penyakit terbanyak tahun 2012 

dan2013. 

Tabel4.1 
10 P ak" T b kd"K b K . eny It er anya I a upaten anmun Tal 2012 lUll 

No. Jenis Penyakit 
Penderita 
L p Jumlah 

1 ISPA 8557 9079 17636 
2 Essential Hypertension 1495 2488 3983 
3 Nasofaringitis 1261 1235 2496 
4 Diare 1307 1097 2404 
5 Dyspepsia 884 1478 2362 
6 Acute Pharyngitis 919 1174 2093 

Dermatitis Kontak Alergika, 768 1023 1791 
7 unspecified cause 
8 Mylagia 591 1054 1645 
9 Acute Tonsillities 613 820 1433 
10 Osteo Atritis 350 979 1329 

Total 16745 20427 37172 
Sumber: Dmas Kesehatan Kabupaten Kanmun 
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Tabel4.2 
10 Penyakit Terbanyak di Kabupaten Karimun Tahun 2013 

No. J enis Penyakit 
Penderita 

Jumlah 
L p 

1 ISPA 8681 9229 17910 
2 Essential Hypertension 1619 2638 4257 
3 Nasofaringitis 1385 1385 2770 
4 Diare 1431 1247 2678 
5 Dyspepsia 1008 1628 2636 
6 Acute Pharyngitis 1043 1324 2367 

Dermatitis Kontak Alergika, 892 1173 2065 
7 unspecified cause 
8 Mylagia 715 1204 1919 
9 Acute Tonsillities 737 970 1707 
10 Osteo Atritis 474 1129 1603 

Total 17985 21927 39912 
Surnber: Dmas Kesehatan Kabupaten Kanmun 

b .. Sasaran Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahtm 2014 tentang 

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok 

(KTM). 

Sasaran kawasan tanpa rokok dibagi mejadi 5 tempat meliputi: 

fasilitas pe1ayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena 

kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan urnurn sedangkan kawasan 

terbatas merokok adalah tempat keija, tempat urnum dan tempat Jain 

yang ditetapkan. Tempat urnurn yang dimaksud dalam Perbub 

Kawasan Tanpa Rokok adalal1 semua tempat tertutup yang dapat 

diakscs olch masyarakat urnum dan atau tempat yang dapat 
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dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola 

oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat. 

Pelabuhan Tanjung Balai Karimun terrnasuk dalam kawasan 

terbatas merokok sebagaimana disebutkan dalam peraturan Bupati 

Nomor 14 tahun 2014 di atas sehingga perlu adanya penerapan 

kawasan terbatas merokok serta penyediaan sarana seperti 

menyediakan ruang khusus tmtuk merokok. 

Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 menyebutkan adanya 
kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok, 
sedangkan untuk pelabuhan Tanjung Balai Karimun masuk 
dalam kategori kawasan terbatas merokok artinya 
dikarenakan area umum yang sangat luas ada tempat-tempat 
tertentu yang disitu dilarang sama sekali untuk merokok dan 
ada tempat khusus bagi perokok, di ruang tertentu saja. 
(Wawancara dengan Kasi P2ML, Surveilansi dan lmunisasi 
Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun, 6 Oktober 2016, pukul 
11.00 WJB) 

c. Proses Penetapan Kebijakan Peranrran Bupati Karimun Nomor 14 

Tal1un 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas 

Merokok 

Proses kebijakan Peraturan Bupati Karimun Nomor 14 tahun 

2014 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok ini 

diusulkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun atas himbauan 

Kementerian Kesehatan yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 

36 Tahun 2009 tentang kesehatan serta keinginan menjadikan 

Kabupaten karimun sebagai kawasan yang sehat, menurunkan angka 

kesakitan dan angka kematian dengan earn mengubah peri1aku 

masyarakat untuk hidup sehat, meningkatkan produktivitas keija yang 
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optimal, mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari 

asap rokok, menurunkan angka perokok dan mencegah perokok 

pemula. 

Berdasarkan usulan tersebut maka dilaksanakan rapat 

koordinasi bersama pimpinan SKPD terkait dalam rangka penunusan 

dan pembahasan kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok 

sehingga diusulkan untuk menjadi peraturan Bupati Karimun Nomor 

14 tahun 2014 dan mulai diberlakukan pada tahun 2014. 

Peraturan Bupati Karimun Nomor 14 Tahun 2014 diawali 
dengan perumusan alas usulan kami selaku Dinas Kesehatan 
bersama dengan SKPD terkait sehingga dilaksanakan rapat 
koordinasi, pemaparan hasil kunjungan studi banding dan 
pemaparan draft rumusan kebijakan publik yang se/anjutnya 
diusulkan untuk ditetapkan o/eh Bupati sebagai peraturan 
Bupati dan disyahkan menjadi Peraturan Bupati Nomor 14 
Tahun 2014 serta diberlakukan mulai penetapannya yaitu 
pada tahun 2014 tersebut. (Wawancara dengan Kepala Seksi 
P2ML, Surveilansi dan Jmunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten 
Karimun, 6 Oktober 2016, puku/11.00 WIB) 

d. Sosialisasi Kebijakan Peraturan Bupati Karimun Nomor 14 tahun 

2014 

Sosialisasi Perbup KTR merupakan salah satu bagian penting 

dari tahap-tahap irnplementasi Perbup itu sendiri. Sosialisasi 

merupakan bagian dari pembinaan, pengawasan penerapan Perbub 

KTR. Sosialisasi tertuang pada BAB VIII Pembinaan dan 

Pengawasan Pasal 18 ayat 2 yang menyebutkan bahwa pembinaan dan 

pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa 

bimbingan dan penyuluhan terhadap masyarakat dan pimpinan atau 
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penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan terbatas 

merokok. Berdasarkan pasal 18 ayat 2 tersebut jelas dapat 

diinterpretasikan bahwa sosialisasi merupakan bagian dari pembinaan 

dan pengawasan. Orang yang mempunyai kewenangan dan 

bertanggung jawab terhadap sosialisasi Perbub KTR adalah Kepala 

Satuan Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing (Perbup Karimun, 

2014). 

Dalam dna tahun pertama penerapan Perbub KTR sejak 

ditetapkan tahun 2014, diamanat untuk melaksanakan sosialisasi yang 

meliputi pembinaan dan pengawasan terlebih dahulu baru kemudian 

melaksanakan penegakkan. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan 

Perbub KTR pada masing-masing kawasan dilakukan oleh SKPD 

yang membawahi setiap kawasan. Seperti pada kawasan tempat 

fasilitas pelabuhan dilakukan o1eh dinas perhubungan, di tempat 

proses belajar mengajar dan tempat bermain anak dilakukan oleh 

dinas pendidikan pemuda dan olah raga. Semua kegiatan tersebut 

dikoordinasi oleh Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan 

terbatas merokok (Perbup Karimun, 2014). 

I) Sosialisasi Peraturan Bupati Karimun Nomor 14 tahun 2014 

tentang kawasan tanpa rokok dan Kawasan terbatas merokok. 

Pe1aksanaan peraturan Bupati Karimun Nomor 14 Tahun 

2014 sejak diberlakukannya pada tahun 2014 diawali dengan 

dilaksanakannya sosialiasi o1eh Dinas Kesehatan Kabupaten 

bersama SKPD terkait. 
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2) Sosialisasi dengan cara mengadakan pertemuan dan pemaparan 

dengan instansi terkait serta tokoh masyarakat yang dilaknkan pada 

wilayah kepulauan Karimun di tiga tempat besar pulau Karimun 

yaitu Muara Tebing, Balai dan Pulau Kundur, sosialisasi dihadiri 

oleh berbagai instansi termasuk dari pihak Pelabuhan Tanjung 

Balai Karimun. Pada kegiatan sosialisasi dilaknkan pembagian 

peraturan Bupati dan penandatanganan komitmen sebagai bentuk 

pengetahuan dan persetujuan adanya peraturan bupati tentang 

kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok. 

Melakukan Sosialiasi di lima tempat pulau besar pulau 
antara lain Pulau Karimun, Pulau Kundur, Pulau Moro 
Pulau Buru dan Durai. Sosialisasi dihadiri berbagai 
ins/ansi tennasuk pelabuhan, serta tokoh masyarakat. Pada 
pertemuan tersebut dibagikan peraturan Bupati dan 
dilaksanakan penandatanganan persetujuan adanya 
peraturan Bupati tentang kawasan lanpa rokok dan 
kawasan terbatas merokok. (Wawancara dengan Kepala 
Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun, 6 Oktober 2016, 
pukul 09.00 WIB) 

3) Sosialisasi dengan memasang baliho pada tempat-tempat strategis 

seperti kantor Kecamatan dan tempat keramaian. 

4) Sosialisasi dengan melalui radio-radio yang ada di Kabupaten 

karimun 

5) Menghadiri pertemuan-pertemuan resmi yang dilaksanakan oleh 

pemerintah desa dan Kecamatan 

6) Pemasangan spanduk ke sekolah, masjid-masjid dan pelabuhan 

Kita juga melaksanakan sosialisasi dengan memasang baliho 
pada tempat-tempat umum, me!alui siaran radio, menghadiri 
pertemuan desa dan kecamatan serta memasang spanduk­
spanduk di sekolah, masjid dan pelabuhan. (Wawancara 
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dengan Kepa/a Seksi P2ML, Survei/ansi dan Jmunisasi Dinas 
Kesehatan Kabupaten Karimun, 6 Oktober 2016, pulru/11.00 
WJB) 

e. Implementasi Kebijakan Peratnran Bupati Karimun Nomor 14 Tahun 

2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok. 

Penetapan kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas 

merokok dalam irnplementasinya pemerintah melakukan 

pemberitalman secara resmi kepada instansi terkait dalam hal ini 

pe1abuhan Tanjung Balai Karimun dengan memberikan surat 

pemberitahuan secara resmi kepada kepala pelabuhan agar segera 

melaksanakan peratnran Bupati Nomor 14 Tahun 2014 tersebut pada 

intansi yang dipirnpinnya dikarenakan sebagaimana peraturan Bupati 

Nomor 14 tahun 2014 menyebutkan bahwa pelaksana kebijakan KTR 

pada masing-masing kawasan adalal1 pengelola, pirnpinan dan!atau 

penanggung jawab. Dalam Perbub KTR pengelola didefinisikan 

sebagai orang danlatau badan yang karena jabatannya memimpin 

danlatau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau di tempat atau 

kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, baik milik 

pemerintah maupun swasta penanggtmg jawab penerapan dengan 

langkah-langkah melaksanakan analisis situasi membentuk komite 

atau kelompok keJja penyusunan kebijakan kawasan tanpa rokok. 

Pengelola menyampaikan maksud dan tujuan kebijakan, membahas 

rencana penerapan kebijakan, meminta masukan tentang penerapan 
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kebijakan, menetapkan penanggung jawab penerapan dan membabas 

cara sosialisasi dan pengawasan internal. 

Penanggung jawab wajib menyediakan sarana dan prasarana 

terkait pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok seperti memasang 

tnlisan dilarang merokok, kawasan terbatas rokok, kawasan tanpa 

rokok serta menyediakan sarana mang kbusus untuk merokok. 

Pemerintah melakukan pemberilahuan secara resmi kepada 
kepala pelabuhan agar segera melaksanakan peraturan Bupati 
karena dalam peraturan bupati tersebut kepa/a pelabuhan 
adalah penanggung jawab pe/aksanaan kawasan tanpa rokok 
pada instansi yang dipimimpinnya dengan merumuskan 
kebijakan yang ada di instansi tersebut seperti team 
pelaksana, team pengawas internal dl/. Kemudian tidak lupa 
wajib memasang tulisan dilarang merokok, tulisan kawasan 
tanpa rokok dan wajib menyediakan ruang khusus bagi 
perokok. (Wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan 
kabupaten Karimun, 6 Oktober 2016, pukul 09.00 WJB) 

Peraturan Bupati Nomor 14 tabun 2014 tentang Kawasan 

Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok dalam pelaksanaannya ada1ab 

sebagai wujud pengaturan suatu kawasan bo1eh merokok dan tidak 

bo1eh merokok. Masing-masing kawasan pelaksanaannya menjadi 

tanggung jawab kepala SKPD atau penanggung jawab suatu tempat 

kegiatan sebagai contoh yang sudah menerapkan dan melaksanakan 

kawasan tanpa rokok adalah pada R1unab Sakit Umum Daerab 

Kabupaten Karirnun penanggung jawab pelaksana adalan Direktur 

Rumah Sakit sehingga pelaksanaan KTR di Rumab Sakit Umum 

Daerab Kabupeten Karim1m menjadi tanggung jawab Direktur yang 

nantinya akan dimonitoring oleh Dinas terkait seperti Dinas Kesehatan 
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dan Pemerintah Kabupaten. Penyediaan sarana prasarana di Rumah 

Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimtm sudah disediakan seperti 

tulisan dilarang merokok, kawasan tanpa rokok, dan penindakan bagi 

orang yang masih melakukan kegiatan merokok di area Rumah Sakit 

berupa teguran secara lisan oleh petugas keamanan setempat. 

Peraturan Bupali Nomor 14 Tahun 2014 adalah sebagai usaha 
untuk mengatur dimana sua tau kawasan karena pertimbangan 
lertentu tidak boleh merokok dan terbatas untuk merokok 
seperti sekolah, rnmah sakit dan fasilitas umum sehingga 
pelaksanaan di lapangan jalan atau tidaknya lergantung dari 
kepala instansi atau penanggung jawab suatu /embaga atau 
penyelenggara. Sebagai contoh di Rumah Sakit Umum Daerah 
Karimun sudah dilaksanakan dengan penanggung jawab 
direktur Rumah Sakit, disana sudah ada tulisan /arangan 
merokok di semua tempat, tu/isan kawasan tanpa rokok dan 
orang yang merokok di kawasan lersebut ditindak bernpa 
teguran secara /isan o/eh pihak keamanan. (Wawancara 
dengan Kepala Seksi P2ML, Surveilansi dan Imunisasi Dinas 
Kesehatan Kabupaten Karimun, 6 Oktober 2016, puku/11.00 
WJB) 

Pelaksanaan kawasan tanpa rokok selain sudah dijalankan di 

lingkungan Dinas Kesehatan dan Rumal1 Sakit Umum Daerah 

Kabupaten Karimun juga telall diterapkan pada sekolah-sekolah di 

wilayah Kabupaten karinlun. Penerapan kawasan tanpa rokok di 

sekolah-sekolal! menjadi wujud tanggung jawab dan kepedulian 

kepala sekolah terhadap kebutuhan kesehatan warga sekolah, hampir 

semua sekolah di seluruh wilayah Kabupaten karinlun menerapkan 

kawasan tanpa rokok, sudall disediakan sarana prasarana seperti 

tulisan dilarang merokok, tulisan kawasan tanpa rokok dan sudall 

disediakan ruang khusus untuk merokok bagi gtml yang memang 

mempunyai kebiasaan merokok berat. 
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Hampir selunth sekolah di Kabupaten Karimun menerapkan 
ini, sudah ada terpasang tulisan dilarang merokok, kawasan 
tanpa rokok, tersedia juga ntang khusus merokok bagi gum 
yang memang perokok hera/. (Wawancara dengan Kepala 
Seksi P2ML, Surveilansi dan lmunisasi Dinas Kesehatan 
Kabupaten Karimun, 6 Oktober 2016, puku/11. 00 WJB) 

f. Realisasi Peraturan Bupati Karimuu Nornor 14 Tahun 2014 tentang 

Kawasan Tanpa Rokok dan Terabatas Rokok di Pelabuban Tanjung 

Balai Karirnun 

Realisasi Penerapan kawasan tanpa rokok di Pelabuban 

Tanjung Balai Karirnun berdasarkan wawancara yang penulis 

laksanakan dengan penjual tiket di Pelabuban Tanjung Balai Karirnun 

rnasyarakat di lokasi Pelabuhan tidak rnengetahui adanya peraturan 

Bupati Nomor 14 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok dan 

kawasan terbatas rnerokok dan tidak melihat adanya tanda kawasan 

terbatas merokok mereka hanya melihat tanda dilarang merokok pada 

ruangan tertentu seperti ruang tunggu VIP. 

Saya tidak pemah mengetahui peraturan secara rinci namun 
saya pemah melihat pe/abuhan memasang spanduk dilarang 
merokok bempa papan kecil bempa gambar dilarang merokok 
di lokasi tertentu seperti mangan VIP. (Wawancara dengan 
Petugas Agen kapal , 3 Oktober 2016, pukul 10.00 WIB) 
seperti pada gambar Iampi ran IX 

Tidak mengetahui kalau kawasan tersebut adalah kawasan 
tidak boleh merokok karena saya lihat sehari-hari masih 
banyak perokok. (Wawancara dengan Pengunjunglpengguna 
jasa Pelabuhan 1, 3 Oktober 2016, puku/11.00 WJB) 

Saya tidak mengetahui kalau kawasan pelabuhan adalah 
kawasan tanpa rokok. (Wawancara dengan 
Pengunjunglpengguna jasa Pelabuhan 2, 3 Oktober 2016, 
puku/13.00 WIB) seperti pada gambar lampiran X 
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Sementara infonnasi dari salah seorang pemilik kantin di 

pelabuhan mengaku mengetahui adanya peraturan Bupati Karimun 

Nomor 14 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas 

merokok melalui rambu yang dipasang di beberapa tempat. 

Saya tahu learena lea/au kita lihat di kawasan pe/abuhan ada 
beberapa rambu yang menyatalean memang di kawasan ini 
tidak bo/eh merokok. Saya mengetahui dari rambu-rambu, ada 
beberapa rambu yang mengatakan kawasan yang di da/am 
terutama ruang tunggu tidak bo/eh merokok. (Wawancara 
dengan Pemilik Kantin di Pelabuhan, 4 Oktober 2016, pukul 
09.00 WIB). 

Iya tahu. Dari informasi yang terkait peraturan tentang KTR. 
saya mengetahui dari infonnasi secara langusng saya melihat 
aturannya. (Wawancara dengan Petugas Penjual Tiket di 
Pelabuhan, 4 Oktober 20I6, pukul IO.OO WIB). seperti pada 
gam bar Iampi ran XI 

Sepanduk kayaknya tidak tapi stiker saya pemah melihat. 
lea/au di loket, dia area parkir masih banyak orang merokok 
tapi di ruang tunggu penumpang sudah tidak ada saya lihat 
orang merokok. Sangat perlu bila perlu dibentuk tim khusus 
untuk penindalean orang yang tidak taat". (Wawancara 
dengan Pengunjunglpengguna jasa Pelabuhan 3, 4 Oktober 
2016, pukul 09.00 WIB) seperti pada gambar lampiran XII 

Pelabuhan Tanjung Balai Karimun dalam merealisasikan 

Peraturan Bupati Nomor 14 Tal1un 2014 tidak melalui sosialisasi 

berupa pemasangan spanduk adanya larangan rnerokok atau kawasan 

terbatas merokok berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tallun 

2014 namun hanya melalui pernasangan tanda dilarang merokok tanpa 

disertai tulisan Perbup Nomor 14 Talmn 2014 tentang kawasan tanpa 

rokok. 

Saya tidak pemah me/ihat adanya tulisan peraturan bupati 
tentang larangan merokok bentpa perbup No 14 Tahun 2014. 
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saya tidak melihal ilu namun hanya melihal Ianda dilarang 
merokok. (Wawancara dengan Pelugas Agen kapal, 3 Oktober 
2016, puku/10.00 WJB WJB). 

Karena selahu saya dilarang merokok ilu di ruang tunggu 
selelah sekarang dibual ruang lunggu itu ber pendingin udara. 
Belwn ada Ianda larangan merokok selain di ruang lunggu. 
Peraturan Bupali saya pernah dengar semenlara wilayahnya 
saya kurang lahu kalau pe/abuhan lermasuk kawasan umum 
yang lerbalas rokok (Wawancara dengan Pemilik Kantin di 
Pelabuhan, 4 Oktober 2016, pukul 09.00 WIB). 

Saya belum pernah lihal adanya Ianda wilayah dilarang 
merokok. (Wawancara dengan Penjual Tikel di Pelabuhan, 5 
Oklober2016,puku110.00 W1B). 
Tidak pernah mengelahui sama sekali. Saya pernah melihal 
kawasan lanpa rokok di ruang tunggu VIP pelabuhan tanjung 
balai karimun namun tidak pernah melihal adanya Ianda dan 
tempal khusus unluk merokok. (Wawancara dengan Pelugas 
Kebersihan di Pelabuhan, 5 Oktober 2016,pukul 09.00 WIB). 

Sampai saal ini sebagai pengunjung belum pernah me/ihal 
adanya Ianda-Ianda kawasan dilarang merokok. (Wawancara 
dengan Pengurifunglpengguna jasa Pelabuhan 1, 3 Oktober 
2016, puku/11.00 W1B) 

Himbauan dilarang merokok alau Ianda nampaknya tidak ada. 
(Wawancara dengan Pengunjunglpenggunajasa Pelabuhan 2, 
4 Oklober 2016, pukul 09.00 WIB) 

Terdapatnya tanda dilarang merokok pada area tertentu di 

Pelabuhan Tanjung Balai Karimun merupakan salah satu wujud 

realisasi penerapan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 namun 

dalam pe1aksanaarmya masih banyak terlihat aktifitas merokok di area 

pelabuhan di luar kawasan bebas rokok seperti <li area parkir dan 

penjualan tiket. Berdasarkan pendapat masyarakat Kawasan Tanpa 

Rokok di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun hams dise<liakan ruang 

khusus unh1k merokok. 

42976.pdf 



92 

Saya pernah melihat orang merokok hanya saja mereka 
merokok berada di luar kawasan bebas rokok saya sering 
melihat di area parkir dan penjualan tiket. Menu rut saya perlu 
sekoli bagi masyarakat yang tidak hobi merokok seperti saya 
mungkin dibatasi bagi perokok harus ada kawasan tersendiri 
untuk kegiatan merokok. (Wawancara dengan Petugas Agen 
kapal, , 3 Oktober 2016, puku/10.00 W1B) 

Ada orang jual rokok di kawasan loket dan area parkir 
sehingga banyak orang merokok, kalau di ruang tunggu tidak 
ada pedagang rokok tapi kadang ada orang merokok.semua 
kawasan di luar ruang tunggu bebas untuk merokok dan belum 
ada ruang khusus untuk merokok.(Wawancara dengan Pemilik 
Kantin di Pelabuhan. , 4 Oktober 2016, pukul 09.00 W1B). 

Sangat perlu karena dari sisi kesehatan merokok sangat 
membahayakan selain perokok aktif, perokok pasifjuga sangat 
berbahasa dan di fasilitas umum banyak wanita dan anak­
anak mereka tidak suka dengan asap rokok jadi sangat 
menggangu penumpang yang lain jadi saya sangat setuju 
kalau perbup diberlakukan secara menyeluruh tidak hanya di 
ruang tunggu. (Wawancara dengan Pemilik Kantin di 
Pelabuhan, 4 Oktober 2016, pukul 09.00 W1B). 

Saya pernah me/ihat dan banyak yang merokok di wilayah 
pelabuhan. (Wawancara dengan Penjual Tiket Jaipal, 4 
Oktober 2016,pukul 10.00 WJB). 

Kalau di ruang tunggu dalam semenjak tertutup memang tidak 
ada yang merokok tapi di ruang tunggu di luar, di kantin 
masih banyak orang yang merokok. saat ini mungkin masih 
banyak perlu pembenahan karena belum banyak rambu-rambu 
dilarang merokok di tempat ini. saya kira perlu sekali karena 
disana banyak anak-anak banyak wanita perlu disiapkan 
ruangan khusus untuk merokok. sekarang belum ada fasilitas 
ntangan khusus untuk merokok. (Wawancara dengan Penjual 
Tiket kapal, 4 Oktober 2016,pukul 10.00 WJB). 

Sepertinya di ruang tunggu masih ada orang merokok. saya 
melihat sangat banyak aparat merokok di kawasan pelabuhan. 
sangat banyak penjual rokok di kantin dan di lokasi loket 
masih banyak orang jual rokok. sangat perlu sekali karena 
ka/au tidak menandai kawasan itu dengan Ianda maka orang 
akan seenaknya merokok. sangat pelu sekali karena dampak 
dari perokok juga pada orang yang bukan merokok maka 
harus ada tempat khusus untuk merokok. (Wawancara dengan 
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Petugas Kebersihan di Pelabuhan, 5 Oktober 2016, pukul 
09.00 WJB). 
Seperli yang kita lihat bersama masih banyak pengujung, 
penjual pedagang a/au pihak-pihak yang terlibat di pelabuhan 
banyak yang merokok tidak di /empatnya dan kawasan juga 
yang khusus untuk merokok tidak ada. Per/u karena tidak 
se/uruhnya penumpang, pengunjung a/au pengantar adalah 
lelaki sehingga per/u khusus untuk merokok, saran utk pelindo 
untuk diadakan tenpal khusus untuk merokok dan memasang 
rambu-rambu kawasan mana yg boleh dan tidak bo/eh untuk 
merkok apalagi sudah diterapkan adanya peraturan bupati. 
(Wawancara dengan Pengunjunglpenggunajasa Pelabuhan 1, 
3 Oktober 2016, puku/11.00 WJB) 

Kalau dari aparatur a/au petugas saya lihat banyak sekali 
orang merokok, ada juga orang menjua/ rokak di pelabuhan 
m1. (Wawancara dengan Pengunjunglpengguna jasa 
Pelabuhan 2, 4 Oktober 2016, puku/ 09.00 WJB) 

Sebenarnya perlu karena di pelabuhan ini tempal masuknya 
orang-orang ke kabupaten karimun apalagi yang dicanangkan 
bapak bupali adalah karimun yang sehat. (Wawancara dengan 
Pengunjunglpengguna jasa Pelabuhan 2, 4 Oktober 2016, 
pukul 09.00 WJB) 

B. Hasil Penelitian 

Pembahasan hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah yaitu 

evaluasi kebijakan kawasan tanpa rokok dan faktor penghambat kebijakan 

kawasan tanpa rokok. 

1. Evaluasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Pelabuhan Tanjung Balai 

Karinum. 

Evaluasi kebijakan dalam penelitian ini meliputi: (1) input dengan 

indiaktor sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan 

dan berapakah SDM, uang atau infrasutruktur pendukung lain yang 

diper1ukan, (2) proses dengan indikator sebuah kebijakan 

diimplementasikan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk 
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teknis, (3) Outputs meliputi basil atau produk dari sebuah kebijakan 

public, berapa orang yang berhasil mengikuti kebijakan tersebut, ( 4) 

outcomes yang meliptui dampak yang diterirna masyarakat luas atau 

pihak yang terkena kebijakan, berapa banyak dampak positif yang 

dihasilkan, apakah dampak negatif dan seberapa seriuskah? 

a. Input 

I) Sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan 

untuk melaksanakan kebijakan 

Peraturan Bupati Karimun Nomor 14 Tahun 2014 tentang 

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok 

(KTM) menjelaskan bahwa tujuan ditetapkannya kawasan tanpa 

rokok adalah menurunkan angka kesakitan dan angka kematian 

dengan cara mengubah perilakn masyarakat untuk hidup sehat, 

meningkatkan produktivitas kelja yang optimal, mewujudkan 

kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok, 

menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula dalam 

rangka mewujudkan generasi muda yang sehat. Berdasarkan tujuan 

terse but diperlukan sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar 

serta sumber daya dan infrastruktur lainnya. Sumber daya 

pendukung diantaranya sumber daya yang terkait dengan 

pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

Kcpala Scksi P2:11.1L, Surveilansi dan Imunisasi Dinas Kesehatan 

Kabupaten Karimun diperoleh data bahwa bahan dasar yang 

diperlukan untuk menduknng pelaksanaan kebijakan KTR adalah 
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peraturan Bupati Karimun Nomor 14 Tahtm 2014, Undang-undang 

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, anggaran daerah tmtuk 

pembiyaan pelaksanaan kebijakan sebagaimana wawancara berikut. 

Bahan-bahan dasar untuk meromuskan kebijakan Peraturan 
Bupati Karimun Nomor 14 Tahun 2014 pertama dasar 
Undang-undang Kesehatan, untuk pelaksanaan dari kegiatan 
sosialisasi sampai dengan penyediaan atribut pelaksaan di 
lapangan sudah disediakan anggaran oleh pemerintah 
Kabupaten Karimun. (Wawancara dengan Kepala Seksi 
P2ML,Surveilansi, dan Jmunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten 
Karimun, 6 Oktober 2016, puku/11.00 WIB) 

Penyediaan bahan-bahan dasar dan bahan pendukung di 

Pelabuhan Tanjung Balai Karimun berupa tanda-tanda kawasan 

tanpa rokok dan terbatas rokok serta peugadaan alat-alat dan atribut 

KTR sudah disediakan selain dari bantuan pemerintah juga 

bersumber dari internal perusahaan sebagaimana wawancara 

berikut. 

Bahan-bahan dasar terutama atribut pemasangan tanda-tanda 
sudah kami sediakan dan sebagian dari pemerintah Kabupaten 
.(Wawancara dengan Manajer SDM dan Umum, 7 Oklober 
2016,pukull0.00 WJB). 

2) Sumber Daya Manusia, nang atau infrastruktur lainnya yang 

diperlukan. 

Untuk melaksanakan kebijakan KTR ini telah dibentuk tim 

pelaksana KTR dengan Koordinator Dinas Kesehatan Kabupaten 

Karimtm. Tim yang telah dibentuk terdiri dari Tim 1 orang 

Pembina yaitu Bupati Karimun, 1 orang penanggtmg jawab jawab 

Pelaksana KTR adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten 
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Karimun, 1 orang koordinator pelaksana yaitn Kepala Seksi P2ML, 

Surveilansi dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun, 

serta tim pemantau yang beranggotakan 5 (lima) orang terdiri dari 

unsur muspida Kapaten Karimun yang dibentnk berdasarkan basil 

musyawarah unsur pimpinan daerah. Sebagaimana wawancara 

berikut ini. 

b. Proses 

Bahan-bahan dasar untuk merumuskan kebijakan Peraturan 
Bupati Karimun Nomor 14 Tahun 2014 pertama dasar 
Undang-undang Kesehatan perumusan alas usulan kami 
se/aku Dinas Kesehatan bersama dengan SKPD terkail 
sehingga di/aksankan rapal koordinasi, pemaparan hasil 
kunjungan studi banding dan pemaparan draft rumusan 
kebijakan publik yang selanjutnya diusu/kan untuk ditetapkan 
oleh Bupati sebagai peraturan Bupali dan disyahkon menjadi 
Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 serta diberlakukan 
mulai penetapannya yailu pada tahun 2014 tersebut. 
Kemudian dibentuk sebuah tim penanggung jawab, 
koordinator, serta pe/aksana di !apangan. (Wawancara 
dengan Kepala Seksi P2ML,Surveilansi, dan Jmunisasi Dinas 
Kesehatan Kabupaten Karimun, , 6 Oktober 2016, puku/11.00 
WJB) 

Sementara untuk pe/abuhan Tanjung Balai Karimun Ielah 
dibentuk tim yailu 1 orang penanggung jawab pelaksana I 
orang manager, tim pemantau dan pengawas terdiri dari 2 
orang manager, 1 orang koordinator yailu koordtnator 
lapangan Terminal dan 1 orang petugas keamanan. 
(Wawancara dengan Koordiantor Lapangan Pelabuhan 
Tanjung Balat Karimun, 7 Oktober 2016, puku/13,30 WJB) 
seperti gambar Iampi ran XV 

Proses berkaitan dengan implementasi kebijakan sesuai dengan 

petunjuk pelaksanaan dan pettmjuk teknis. Berdasarkan Peratnran 

Bupati Karimun Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok 

(KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) tnjuan ditetapkannya 
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kawasan tanpa rokok salah satunya adalah meningkatkan produktivitas 

keija yang optimal, mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, 

bebas dari asap rokok. Sesuai dengan tujuan tersebut maka 

implementasi di lapangan disediakan ruangan khusus merokok bagi 

perokok berat di tempat-tempat mnum, tanda kawasan tanpa rokok dan 

kawasan terbatas merokok. Sebagaimana disampaikan Kepala Dinas 

Kesehatan Kabupaten Karimun bahwa: 

Pada dasamya KTR ini bertujuan utnuk menagkomodir 
peraturan di atasnya seperti Undan-undang Kesehatan, 
himbauan Menteri Kesehatan sedangkan tujuan utamanya 
diantaranya menurunkan angka perokok, menjaga kualitas 
udara, bebas dari asap rokok. Sehingga diperlukan penerapann 
kawasan tanpa rokok yang terdiri dari penyediaan ruangan 
khusus bagi perokok, Ianda larangan merokok serta Ianda 
kawasan terbatas merokok (Wawancara dengan kepala Dinas 
Kesehatan Kabupaten Karimun, 7 Oktober 2016, pukul 10.00 
WJB). 

Sedangkan berdasarkan wawancara dengan koordinator 

lapangan Terminal Pelabuhan Tanjung Balai Karimun peratnran Bupati 

tentang Kawasan Tanpa Rokok sejalan dengan perintah internal 

perusahaan yang sudah dijalankan sebelum peraturan ini dimunculkan. 

Sehingga setelah adanya peratnran Bupati pelaksanaannya 

menyesuaikan dengan petunjuk teknis yang ada. Sebagaiamana kutipan 

wawancara berikut: 

Pelaksana KTR di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun 
sebenarnya sudah beljalan sebelum peraturan ini muncul 
karena ini menjadi kebijakan internal perusahaan dan perintah 
dari atasan kemudian dengan adanya peraturan ini komi sangat 
mengapresiasikan dengan harapan bahwa pelayanan terhadap 
masyarakat di Pelabuhan tidak terganggu, udara di kawasan ini 
menjadi bersih. Kemudian setelah adanya peraturan Bupati 
pelaksanaannya ktta dasarkan dari petunjuk yang ada 

42976.pdf 



98 

(Wawancara dengan, Koordiantor Lapangan Terminal 
Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, 7 Oktober 2016, pukul 
13,30 W1B). 

Berdasarkan basil wawancara tersebut penulis melihat bahwa 

tujuan awal Peraturan Bupati Karimun Nomor 14 tahun 2014 tentang 

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) 

adalah (1) meningkatkan produktivitas keJja, (2) mewujudkan kualitas 

udara yang sehat, bebas dari asap rokok, (3) sebagai upaya pelaksanaan 

peraturan diatasnya kemudian diimplementasikan di lapangan dengan 

menyediakan ruangan khusus bagi perokok, tanda kawasan tanpa rokok 

dan kawasan terbatas rokok pada area tertentu sesuai dengan petunjuk 

teknis. 

c. Outputs 

Hasil atau produk dari kebijakan adalah dinas Kesehatan 

Kabupaten Karimun mengeluarkan buku pedoman tentang pelaksanaan 

Kawasan Tanpa Rokok. Kemudian kepala dinas Kesehatan Kabupaten 

Karimtm juga mengeluarkan buku pedoman tentang petunjuk teknis 

pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok. 

Hasil lain dari kebijakan ini adalah instansi pemerintah seperti 

rumah sakit dan sekolah negeri dan sekolah swasta telah dan 

menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok yang dimaksud. Hasil 

lainnya adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun bersama dengan 

· seluruh jajaran instansi baik pemerintah maupun swasta telah 

menandatangani kesepakatan pelaksanaan peraturan Bupati Nomor 14 
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tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas 

Rokok. sebagaimana disampaikan oleh Kepala Seksi 

P2ML,Surveilansi, dan lrmmisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun 

berikut. 

Hampir selunth sekolah di Kabupaten Karimun menerapkan ini, 
sudah ada terpasang tu/isan dilarang merokok, kawasan tanpa 
rokok, tersedia juga ruang khusus merokak bagi guru yang 
memang perokok be rat. 
Pada pertemuan tersebut dibagikan peraturan Bupati dan 
dilaksanakan penandatanganan persetujuan adanya peraturan 
Bupati tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas 
merokok. .(Wawancara dengan Kepala Seksi P2ML,Survei/ansi, 
dan Jmunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun, 6 Oktober 
2016,pukulll.OO WIB) 

Pada pelabuhan Tanjung Balai Karimun sudah dibentuk tim 

pemantau kawasan tanpa rokok. Sebagaimana yang disampaikan oleh 

Koordinator lapangan Terminal Pelabuhan Tanjung Balai Kairmun 

berikut. 

Pelaksana KTR di Pe/abuhan Tanjung Balai Karimun terdiri 
dari penanggung jawab Manajer Pelabuhan, tim pemantau 
pengawas yaitu manajer sumber daya manusia dan umum, 
koordinator teknis yaitu manajer teknik, penanggung jawab 
lapangan yaitu koordinator lapangan dan petugas keamanan. 
(Wawancara Koordiantor Lapangan Terminal Pelabuhan 
Tanjung Balai Karimun, 7 Oktober 2016,puku/13,30 WJB). 

d. Outcomes 

Outcomes berupa dampak yang diterima masyarakat luas atau 

pihak yang terkena kebijakan dan seberapa banyak dampak positifyang 

dihasilkan serta apakah ada dampak negatif dan seberapa seriuskah 

dampak negatif terse but. 
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1) Dampak yang diterima oleh masyarakat Juas 

Hasil kebijakan peraturan Bupati Karimun nomor 14 tahtm 

2014 yang telah diterapkan di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun 

klmsusnya telah berdampak pada aktifitas yang teijadi di Pelabuhan. 

Dukungan masyarakat merupakan indikasi dampak pelaksanaan 

suatu kebijakan, sebagairnana sebagian besar masyarakat pelabuhan 

mendukung pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok dan 

kawasan terbatas merokok sebagaimana wawancara berikut. 

Saya tidak pemah mengetahui peraturan secara rinci namun 
saya pemah melihat pelabuhan memasang spanduk dilarang 
merokok berupa papan keci/ berupa gambar dilarang 
merokok di lokasi tertentu seprti ruangan VIP. Saya sangat 
mendukung adanya kawasan tanpa rokok disini karena rokok 
sangat menggangu kesehatan. (Wawancara dengan Petugas 
Agen kapal, 3 Oktober 2016, puku/10.00 WIB) seperti pada 
gam bar Iampi ran IX 

Tidak mengetahui kalau kawasan tersebut adalah kawasan 
tidak bo/eh merokok karena saya /ihat sehari-hari masih 
banyak perokok di luar kalau di dalam ruang tunggu sudah 
tidak ada dan memtrut saya ini sangat bagus pengunjung 
yang tidak merokok jadi merasa nyaman. (Wawancara 
dengan Pengunjungl pengguna jasa Pe/abuhan 1, 3 Oktober 
2016, puku/11.00 W1B 

Sangat perlu karena dari sisi kesehatan merokok sangat 
membahayakan selain perokok aktif, perokok pasif juga 
sangat berbahasa dan di fasi/itas umum banyak wanita dan 
anak-anak mereka tidak suka dengan asap rokok jadi sangat 
menggangu penumpang yang lain jadi saya sangat setuju 
kalau perbup diberlakukan secara menyeluruh tidak hanya di 
nwng tunggu. (Wawancara dengan Pemilik Kantin di 
Pe/abuhan, 4 Oktober 2016, pukul 09.00 WIB). 

Kalau di ruang tunggu dalam semenjak terlulup memang 
tidak ada yang merokok tapi di ruang tunggu di luar, di 
kantin masih banyak orang yang merokok. saat ini mungkin 
masih banyak perlu pembenahan karena belum banyak 
rambu-rambudilarang merokok di temapt ini. saya kira perlu 
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sekali karena disana banyak anak-anak banyak wanita perlu 
disiapkan ruangan khusus untuk merolwk. sekarang belum 
ada Jasilitas ruangan khusus untuk merolwk. (Wawancara 
dengan Penjual Tiket di Pelabuhan, 4 Oktober 2016, pukul 
10.00 W1B). 

Perlu karena tidak seluruhnya penumpang, pengunjung atau 
pengantar adalah lelaki sehingga perlu khusus untuk 
merolwk, saran utk pelindo untuk diadakan tenpal khusus 
untuk merokok dan memasang rambu-rambu kawasan mana 
yg boleh dan tidak boleh untuk merkok apalagi sudah 
diterapkan adanya peraturan bupati. (Wawancara dengan 
Pengunjungl pengguna jasa Pelabuhan 1, 3 Okiober 2016, 
puku/11.00 WIB) 

Sangat perlu sekali karena kalau tidak menandai kawasan ilu 
dengan Ianda maka orang akan seenaknya merolwk. sangat 
pelu sekali karena dampak dari perolwk jug pada orang yang 
bukan merokok maka harus ada tempat khusus untuk 
merokok.(Wawancara dengan Petugas Kebersihan di 
Pelabuhan, 5 Oktober 2016, pukul 09.00 W1B). 

Sebenamya perlu karena di pe/abuhan ini tempat masuknya 
orang-orang ke kabupaten karimun apalagi yang 
dicanangkan bapak bupati adalah karimun yang sehat. 
Wawancara dengan Pengunjungl pengguna jasa Pe/abuhan 
2, 4 Oktober 2016, pukul 09.00 W1B) 

2) Dampak Positif yang dihasilkan 

Berdasarkan wawancara di atas dampak yang diterima 

masyarakat di pelabuhan diantaranya merasakan kenyamanan dalam 

beraktifitas di area pelabuhan karena udara yang ada merupakan 

udara bersih yang terhindar dari asap rokok, aktifitas merokok dapat 

mengganggu kesehatan bukan hanya oleh si perokok aktif namun 

oleh perokok pasif mengingat pelabuhan merupakan aktifitas yang 

dilakukan oleh banyak orang dan dari segala usia. 
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3) Dampak negatif adanya kebijakan kawasan tanpa rokok 

Dampak negatif dengan adanya kebijakan kawasan tanpa 

rokok hampir tidak ada karena hanya penjual rokok s1\ia sudah 

terbatas tidak bisa beljualan di ruangan dan masih dapat beljualan 

di Iuar sehingga dapat dikatakan tidak ada dampak negatifnya. 

Sebagaimana wawancara berikut. 

Ada orang jual rokok di kawasan loket dan area parkir 
sehingga banyak orang merokok disana, kolau di ruang 
tunggu tidak ada pedagang rokok. Dengan adanya kebijakan 
ini para pedagang tetap dapat berjualan di /uar (W awancara 
dengan Pemilik Kantin di Pe/abuhan, 4 Oktober 2016, pukul 
09.00 WIB). 

2. Hambatan Penerapan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Pelabuhan 

Tanjung Balai Karimun 

Berdasarkan data yang penulis peroleh melalui observasi dan 

wawancara faktor penduktmg dan penghambat implementasi Peraturan 

Bupati Karimtm Nomor 14 Tahtm 2014 penerapan kawasan tanpa rokok 

dan terbatas rokok di Pelabuhan Tanjung balai Karimun diantaranya 

sebagai beikut: 

Faktor pendukung penerapan kawasan tanpa rokok dan terbatas 

rokok diantaranya: 

1) Din as Kesehatan Kabupaten Karimun sudah melakukan sosialisasi 

kepada se1uruh instansi pemerintahan dan instansi swasta di 

Kabupaten Karimtm termasuk pada Pelabuhan Tanjung Balai 

Karimun. 

Melakukan Sosialiasi di di lima pulau besar pulau antara lain 
Pulau Karimun, Pulau Kundur, Pulau Moro, Pu/au Buru dan 
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Dural meliputi. Sosialisasi dihadiri berbagai ins/ansi termasuk 
pelabuhan, serta tokoh ma~yarakat. Pada pertemuan lersebut 
dibagikan peraturan Bupali dan dilaksanakan penandatanganan 
perselujuan adanya peraturan Bupati tentang kawasan tanpa 
rokok dan kawasan terbatas merokok (Wawancara dengan 
Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Karimun, 6 Oktober 2016, 
pukul 09.00 W1B) 

2) Adanya pemberitahuan secara resmi melalui surat kepada instansi 

terkait untuk menerapkan kawasan tanpa rokok pada masing-masing 

satuan keija perangkat daerah dan swasta termasuk Pelabuhan 

Tanjung Balai Karimun dengan penjelasan bahwa Kepala Dinas atau 

Pengelola adalah penanggung jawab penuh terlaksananya peraturan 

Bupati Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan 

Terbatas Rokok. 

Pemerintah melakukan pemberitahuan secara resmi kepada 
kepala pelabuhan agar segera melaksanakan peraturan Bupati 
karena dalam peraturan bupati tersebut kepala pelabuhan adalah 
penanggung jawab pelaksanaan kawasan tanpa rokok pada 
ins/ansi yang dipimimpinnya. (Wawancara dengan Kepala Seksi 
P2ML,Surveilansi, dan Jmunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten 
Karimun,, 6 Oktober 2016,pulmlll.OO WIB) 

3) Pelabuhan Tanjung Balai Karimtm Sudal1 menyediakan sarana berupa 

tulisan larangan merokok pada tempat-tempat tertentu seperti ruang 

tunggu VIP yang memang merupakan ruangan ber ac dan tidak boleh 

untuk kegiatan merokok. 

Saya tahu karena kalau kita lihat di kawasan pelabuhan ada 
beberapa rambu yang menyatakan memang di kawasan ini tidak 
boleh merokok. Saya mengetahui dari rambu-rambu, ada 
beberapa rambu yang mengatakan kawasan yang di dalam 
/erulama mang /ung!,'ll lidak buleh merukuk. (Wawancuru dcngan 
Pemilik Kantin di Pelabuhan, 4 Oktober 2016, pulatl 09.00 WJB) 
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Faktor penghambat penerapan kawasan tanpa rokok dan terbatas 

rokok diantaranya: 

I) Minimnya koordinasi dari instansi terkait dengan pihak Pelabuhan 

Tanjung Balai Karimun. 

Sebagai dasar Iangkah penerapan dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan pada masing-masing SKPD sejak diberlakukannya 

Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 pada tahun tahun 2014 belum 

dilaksanakan koordinasi terkait implementasi kebijakan kawasan 

tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok di Pelabuhan Tanjung 

Balai Karimun. 

Belum kami be/urn mengadakan kaordinasi berkaitan 
pelaksanaan dan evaluasi sejak peraturan Bupati Karimun 
Nomor 14 tahun 2014 ini diterapkan. (Wawancara dengan, 
Koordinator Lapangan Terminal Pelabuhan Tanjung Balai 
Karimun, 7 Oktober 2016, pukul13.30 WIB). 

2) Tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat di Pelabuhan berupa 

spanduk atau bentuk lain di area pelabuhan terkait penerapan 

Peraturan Bupati Karimtm Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kawasan 

tanpa Rokok dan Kawasan terbatas merokok 

Saya tidak pemah melihat adanya tulisan peraturan bupari 
tentang larangan merokak berupa perbup No 14 Tahun 2014. 
saya tidak melihat itu namun hanya melihat tanda dilarang 
merokok. (Wawancara dengan Petugas Agen Kapal, ,3 Oktober 
2016,pukull0.00 WJB). 

Tidak menu/up kemungkinan juga terhadap SKPD yang 
menangani yaitu dinas kesehatan kurangnya sosialisasi terhadap 
pengguna di lingkungan pelabuhan yang idealnya ketika perbup 
ini disahkan diundangkan maka dilakukan sosialisasi terhadap 
pengguna pelabuhan bernpa spanduk, pamphlet atau spanduk 
berkaitan larang merokak di lingkungan tersebut, sehantsnya 
pengelola pelabuhan menyiapkan sarana dan prasarana 
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seandainya rnereka rnerokok. (Wawancara dengan Kmubag 
Produk Hulatrn daerah dan dokurnentasi Hulatrn Sekretariat 
Daerah Kabupaten Karirnun., 7 Oktober 2016, pukul 08.00 WIB) 

Belum pemah dilakukan sosialisasi dari Dinas terkait hanya 
sosialisasi internal terkait penerapan ini dari pusat bukan dari 
Pernerintah Kabupaten. (Wawancara dengan, Koordiantor 
Lapangan Terminal Pelabuhan Tanjung Balai Karirnun, 7 
Oktober 2016, pukul13.30 WJB). 

3) Tidak adanya tanda-tanda atau petunjuk atau tanda-tanda menuJu 

smoking area di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun 

Saya be/urn pernah lihat adanya Ianda wilayah dilarang 
rnerokok. (Wawancara dengan Penjual Tikel di Pelabuhan,4 
Oktober 2016, puku/10.00 WIB). 

4) Tidak tersedianya ruang khusus bagi perokok di area Pelabuhan 

Domestik Tanjung Balai Karimun 

Tidak pemah rnelihat adanya tanda dan ternpal khu~us untuk 
rnerokok di pelabuhan domestiknya kalau di Intemasional sudah 
ada. (Wawancara dengan Petugas Kebersihan di Pelabuhan,5 
Oktober 2016, pukul 09.00 WJB). 

Sarnpai saal ini sebagai pengunjung be/urn pemah rnelihal 
adanya Ianda-Ianda kawasan dilarang merokok. (Wawancara 
dengan Pengunjung Pelabuhan 1, 3 Oktober 2016, pu/atl 11.00 
WJB) 

Sernua kawasan di luar ntang lunggu bebas unluk rnerokok dan 
be/urn ada ntang klntsus untuk rnerokok. (Wawancara dengan 
Pernilik Kantin di Pelabuhan, ,4 Oktober 2016, pukul 09.00 WJB). 

Ternpal rnerokok untuk khusus perokok lidak ada nampaknya. 
(Wawancara dengan Pengunjung Pelabuhan 2, 4 Oklober 2016, 
pukul 09.00 WIB) 

Be/urn berjalan tapi banyak yang be/urn disediakan oleh 
pernerintah salah satu conlohnya hams disediakan juga 
lernpal khusus bagi orang yang ingin rnerokok sehingga lidak 
rnengganggu calon penurnpang lain. (Wawancara dengan 
Pengunjung Pelabuhan 3, 4 Oklober 2016, pukul 09.00 WJB) 
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5) Tidak tersedianya ruang khusus bagi perokok di area Pelabuhan 

Tanjung Balai Karimun 

Saya /ihat sehari-hari masih banyak perokok. (Wawancara 
dengan Pengunjung Pelabuhan 1,3 Oktober 2016, pukul 11.00 
WIB) 

6) Masih terdapat aktifitas merokok yang dilakukan oleh 

karyawan/pegawai pelabuhan Tanjung Balai Karimun. 

Seperti yang kita /ihat bersama masih banyak pengunjung, 
penjua/ pedagang atau pihak-pihak yang ter/ibat di pelabuhan 
banyak yang merokok tidak ditempatnya dan kawasan juga yang 
khusus untuk merokok tidak ada. (Wawancara dengan 
Pengunjung Pelabuhan 1,3 Oktober 2016, puku/11.00 WIB) 

7) Tidak adanya tindakan dari pengelola pelabuhan terhadap pelanggaran 

merokok. 

Ketika ada masyarakat yang merokok apabila tidak melengkapi 
sarana dan prasana maka kita tidak dapat melakukan tindakan. 
Tindakan yang di/akukan masih sebatas peringatan tertulis 
(Wawancara dengan Wawancara dengan Kasubag Produk 
Hukum daerah dan dokumentasi Hukum Sek.retariat Daerah 
Kabupaten Karimun, 7 Oktober 2016, pukul 08.00 W1B) 

Ya betul secara bahasa Indonesia memang kalau tanpa merokok 
ya tidak boleh merokok. iya memang pelabuhan adalah fasi/itas 
umum yang tidak boleh merokok. iya betul sudah pernah dengar 
tapi memang secara riil banyak yang melanggar tapi tidak 
pernah ada penindakan bagi yang melanggar. (Wawancara 
dengan Pengunjung 3, 4 Oktober 2016, pukul 09.00 WIB) 

8) Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap penerapan kawasan tanpa 

rokok. 

Memang peraturan bupati ini Ielah kita undangkan pada tahun 
2014 terkait di lapangan masih banyaknya masyarakat atau 
pengguna pelabuhan masih banyak merokok disebabkan 
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partisipasi dart masyarakat dengan tidak mengindahkan adanya 
larangan merokok (Wawancara dengan dengan Kasubag 
Produk Hukum daerah dan dokumentasi Hukum Sekretariat 
Daerah Kabupaten Karimun, 7 Oktober 2016, pukul 08.00 WIB) 
seperti digambar Lampi ran XIV 

Kalau pemberitahuan selazimnya menurut saya ya harus cari 
tahu sendiri seperti fasilitas umum saya kira sudah banyak 
pemberitahuan pemerintah untuk tidak merokok di kawasan 
umum. (Wawancara dengan Pengunjung 3, 4 Oktober 2016, 
pukul 09.00 WIB) 

9) Belum kuatnya statns Peraturan Bupati secara hukuru karena belum 

ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah. 

Kami mengharapkan perbup ini ditingkatkan menjadi peraturan 
daerah dengan penerapan secara menye/uruh seperti pelayanan 
terhadap masyarakat sudah diterapkan larang merokok 
(Wawancara dengan Kassubag Produk Hukum Sekretariat 
Daerah Kabupaten Karimun, 7 Oktober 2016, pukul 08.00 WJB) 

C. Pembahasan 

Pembahasan penelitian ini merujuk pada teori Edward III ( dalam 

Sunrtoro dan Hariri, 2015:80) yang menyebutkan bahwa ada empat faktor 

yang mempengaruhi terhadap imp1ementasi kebijakan yaitu: komunikasi, 

sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sedaugkan pelaksanaan di 

lapaugan evaluasi menggunakan kriteria evaluasi kebijakan publik William N 

Dunn (2003 :61 0). 

Evaluasi kebijakan dalam penelitian ini meliputi kajian faktor yang 

mempengaruhi imphnentasi kebijakan yaitu komtmikasi, sumber daya, 

disposisi, struktur birokrasi serta kajian evaluasi kebijakan berupa efektifitas, 

efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, ketepatan. Faktor yang 

berpengaruh terhadap implementasi kebijakan dengan cara melakukan 
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pengarnatan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, 

efektivitas dengan mengukur ketercapaian basil yang diinginkan, efisiensi 

dengan mengukur seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai 

basil tersebut, kecukupan dengan mengukur sejauh mana pencapaian basil 

yang diinginkan memecahkan masalah, perataan dengan mengukur apakah 

biaya dan manfaat didistribusikan dengan secara rnerata, responsivitas dengan 

mengukur apakah basil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai 

kelompok-kelompok tertentu, ketepatan dengan menilai apakah tujuan yang 

diinginkan benar-benar bergtma atau bernilai. 

I. Kineija Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Pelabuhan Tanjung Balai 

Karimun 

Kajian pertarna tentang faktor yang berpengaruh Kebijakan 

Peraturan Bupati Karimun Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa 

Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok. 

a. Komunikasi 

Komunikasi menekankan pada indicator implernentator 

kebijakan mengatahui apa yang hams dilakukan yaitu tujuan dan 

sasaran kebijakan hams ditransmisikan kepada kelompok sasaran 

sehingga akan mengurangi distorsi implernentasi. 

Tujuan kebijakan kawasan tanpa adalah menurunkan angka 

kesakitan dan angka kernatian dengan cara mengubah perilaku 

masyarakat untuk hidup sehat, meningkatkan produktivitas keija yang 

optimal, mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari 

asap rokok, menunmkan angka perokok dan mencegah perokok pemula 
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dalam rangka mewujudkan generasi muda yang sehat. Sedangkan 

sasaran kebijakan kawasan tanpa rokok adalab adalab fasilitas 

pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kaegiatan 

anak, tempat ibadab dan angkutan umum sedangkan kawasan terbatas 

rokok adalab tempat keij a, tempat urn urn dan tempat lain yang 

ditetapkan. 

lmplementasi di lapangan manajer sebagai penaggung jawab 

implementasi kawasan Tanpa Rokok di wilayab Pelabuhan Tanjung 

Balai Karimun sudab mengetabui apa yang hams dilakukan sesuai 

dengan tujuan dan sasaran kebijakan. Sebagaimana wawancara berikut: 

Kami sudah mempersiapkan kawasan ini sebagai kawasan tanpa 
rokak sebelum perbup ini muncul, dengan adanya perbup makin 
memperkuat dan kami mengetahui persis tujuannya adalah 
mengurangi angka perokok aktif di kawasan pelabuhan serta 
melindungi hak pengguna pelabuhan yang tidak merokok. 
Sasarannya ya ka/au di pe/abuhan ini para pengguna jasa 
pelabuhan yang biasanya dengan enak-enakan merokak dengan 
diterapkannya kebijakan ini jadi berkurang dia tidak merokak di 
Pelabuhan. (Wawancara dengan, Koordiantor Lapangan 
Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, 7 Oktober 2016, puku/13,30 
W1B).seperti digambar Lampiran XV 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut koordinator lapangan 

pelabuhan selaku implementator mengetabui tujuan dans sasaran 

kebijakan kawasan tanpa rokok dan kawawan terbatas merokok. Penulis 

mencermati kineija kebijakan publilk pada tabapan ini beijalan sesuai 

dengan tujuan dan sasarannya. 
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b. Sumber daya pendukung dan sumber daya manusia 

Sumber daya pendukung dan baban-baban dasar yang 

diperlukan unn1k pelaksanaan kebijakan Peranrran Bupati karimun 

Nomor 14 Tabun 2014 teiltang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan 

Kawasan Terbatas Merokok (KTM) di Kabupaten Karimun meliputi: 

tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok dan tanda/penmjuk 

ruangan boleh merokok serta tata cara pemasangannya, buku pedoman 

peranrran Bupati Karimun Nomor 14 tahun 2014 tentang Kawasan 

Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM). 

Sumber daya pendukung semuanya mencukupi baik itu ditingkat 

Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun selaku Penanggung Jawab 

pelaksanaan kebijakan maupun PT Pelindo I selaku penge1ola 

pelabuhan Tanjung Balai Karimun yaitu pelaksana kebijakan di 

lapangan. Seperti yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan 

Kabupaten karimun yaitu: 

Untuk sarana dan prasarana Pemerintah Kabupaten Karimun 
memang menyediakan dana dari APBD Kabupaten Karimun, 
meski ada keterbatasan tapi dirasa cukup. (Wawancara dengan 
Kepa/a Dinas Kesehatan, 6 Oktober 2016, pukul 09.00 WIB). 

Menurut Manajer Sumber daya Manusia dan Umum PT Pelindo 

I Tanjung Bali Karimun selaku penanggung jawab bidang sumber daya 

manusia menyatakan babwa: 

Selain bersumber dari pemerintah dari pihak pelabuhan secara 
internal kami menyediakan sarana dan prasarana serta 
anggaran yang cukup untuk pelaksanaan kegialan ini. 
(Wawancara dengan Manajer SDM dan Umum, 7 Oktober 
2016, puku/10.00 WJB). 
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Berdasarkan basil wawancara di atas penulis menyimpulkan 

bahwa ketersediaan sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar 

yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan Peraturan Bupati 

Karimun Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan 

Kawasan Terbatas Merokok (KTM) diketagorikan cukup dan tidak ada 

permasalahan dalam tahapan ini. 

Sumber daya manusia yang ikut terlibat dalam kebijakan 

Peraturan Bupati Karimun Nomor 14 tahun 2014 tentang Kawasan 

Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) cukup lengkap. 

Pada tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun pada saat 

perencanaan kebijakan ini melibatkan berbagai komponen, diantaranya 

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun, Sekretariat Daerah 

Kabupaten Karimun, Kepala Biro Hukum Daerah, Kepala SKPD di 

wilayah Kabupaten Karimun, Penanggung jawab lembaga swasta di 

wilayah Karimun dan tokoh masyarakat Karimun. 

Sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten 

Karimun: 

Pembahasan Peraturan Bupati Karimun Nomor 14 tahun 2014 
dihadiri oleh ionstansi-instansi terkait, Kepala Dinas 
Kesehatan, Sekretariat Daerah, Biro Hukum, Kepala SK.PD, 
Penanggungjawab lembaga-lembaga jwasta, Serta tokoh 
masyarakat. (Wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan, 6 
Oktober 2016,pulatl 09.00 WIB). 

Berdasarkan 1:utipan wawancara tersebut di atas bahwa sumber 

daya manusia yang ada pada Dinas Kesehatan berkompeten dalam 

bidang kesehatan. Pembahasan yang dilaksanakan sudah melibatkan 
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sumber daya manusia dari berbagai unsur baik praktisi kesehatan, 

hukum maupun masyarakat. 

Sedangkan sumber daya manusia yang terdapat di Pelabuhan 

Tanjung Balai Karimun ineliputi: Manajer Bisnis, Manajer Sumber 

Daya Manusia dan Umum, Manajer Keuangan, Manajer Teknik serta 

koordinator lapangan Terminal dan petugas keamanan pelabuhan. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh koordinator Iapangan 

Terminal Pelabuhan Tanjung Balai Karimun berikut: 

Pelaksana KTR di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun terdiri dari 
penanggung jawab Manajer Pelabuhan, tim pemantau pengawas 
yaitu manajer Sllmber daya manusia dan umum, koordinator 
teknis yaitu manajer teknik, penanggung jawab /apangan yaitu 
koordinator lapangan dan petugas keamanan. (Wawancara 
dengan, Koordiantor Lapangan Pe/abuhan Tanjung Ba/ai 
Karimun, 7 Oktober 2016, pukul 13,30 WIB). Seperii di gambar 
Lampi ran XV 

Sumber daya manusia yang terdapat pada Pelabuhan Tanjung 

Balai Karimun cuknp memadai terbukti keterlibatan Iangsung dari 

manajer sebagai penanggung jawab, tingkat pendidikan manajer 

semuanya saJjana maka sangat mudah untuk melaksanakan tugas-tugas 

di Iapangan terkait pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok dan 

kawasan terbatas merokok. Hal ini memperkuat bahwa sumber daya 

manusia yang mendukung terlaksananya kebijakan Peraturan Bupati 

Karimun Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 

dan Kawasan terbatas merokok (KTM) tergolong baik. 
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c. Disposisi 

Disposisi berkaitan dengan watak dan karakter yang dirniliki 

implementator seperti komitmen, kejujuran, sifat demokrasi. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa manajemen pelabuhan Tanjung Balai 

Karirnun memiliki komitmen kuat mendukung terlaksananya peraturan 

Bupati Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan 

Kawasan terbatas Merokok sebagairnana wawancara berikut. 

Kami me/ibatkan semua jqjaran di Pelabuhan dalam rangka 
mendulcung kebijakan ini, dan komitmen kami bertindak tegas 
kepada oknum penegak yang melanggar aturan ini. 
(Wawancara dengan, Koordiantor Lapangan Terminal 
Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, 7 Oktober 2016, pulcul 
13,30 WJB) 

Pendapat tersebut di atas mengindikasikan bahwa faktor 

pendukung yang berpengaruh terhadap irnplementasi kebijakan 

kawasan tanpa rokok pada faktor disposisi tidak ada masalah dan 

dinyatakan berhasil. 

d. Struktur birokrasi 

Salah satu faktor pendukung imlementasi kebijakan adalah 

struktur birokrasi yang berkaitan dengan standar operasional prosedur. 

Berdasarkan data yang penulis dapatkan pelabuhan Tanjung Balai 

Karimun memiliki struktur birokrasi berupa tim pelaksana Kawasan 

Tanpa Rokok dan pedoman pelaksanaan kawasan tanpa rokok. Hal ini 

mengindikasikan ad any a dukungan dari segi faktor struktur birokrasi. 
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e. Proses Kebijakan ditransfonnasikan dalam bentuk pelayanan kepada 

rnasyarakat 

Berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 14 Tabun 2014 

tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok 

(KTM) tujuan ditetapkannya kawasan tanpa rokok salab satunya adalah 

rneningkatkan produktivitas kerja yang optimal, mewujudkan kualitas 

udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok. Sebagairnana 

disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun bahwa: 

Pada dasamya KTR ini bertujuan utnuk mengakomodir 
peraturan di atasnya seperli Undan-undang Kesehatan, 
himbauan Menteri Kesehatan sedangkan tujuan utamanya 
diantaranya menurunkan angka perokok, menjaga kualitas 
udara, bebas dari asap rokok. (Wawancara dengan Kepala 
Dinas Kesehatan., 6 Oktober 2016, pukul 09.00 WIB). 

Sedangkan berdasarkan wawancara dengan koordinator 

lapangan Pelabuhan Tanjung Balai Karimun peraturan Bupati tentang 

Kawasan Tanpa Rokok sejalan dengan perintah internal pemsabaan 

yang sudab dijalankan sebelurn peraturan ini dirnunculkan. 

Sebagairnana kutipan wawancara berikut: 

Pelaksana KTR di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun 
sebenamya sudah beljalan sebelum peraturan ini muncul 
karena ini menjadi kebijakan internal perusahaan dan 
perintah dari atasan kemudian dengan adanya peraturan ini 
kami sangat mengapresiasikan dengan harapan bahwa 
pelayanan terhadap masyarakat di Pelabuhan tidak 
terganggu, udara di kawasan 1m menjadi bersih. 
(Wawancara dengan, Koordianlor Lapangan Terminal 
Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, 7 Oktober 2016, pukul 
13,30 WJB). 
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis melihat babwa 

tujuan awal Peraturan Bupati Karimtm Nomor 14 tabun 2014 tentang 

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) 

adalah (1) meningkatkan produktivitas kerja, (2) mewujudkan kualitas 

udara yang sebat, bebas dari asap rokok, (3) sebagai upaya pelaksanaan 

peraturan diatasnya. 

Analisis penelitian selanjutnya menggunakan teori William Dunn 

(2003:610) yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, 

dan ketepatan. 

1. Efektivitas implementasi kebijakan Peraturan Bupati Karimun Nomor 14 

tabun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas 

Merokok. 

Efektivitas berkaitan dengan pertanyaan apakah basil yang 

diinginkan telah dicapai? Sedangkan efisiensi adalah Seberapa banyak 

usaba diper1ukan untuk mencapai basil yang diinginkan? (Dunn, 

2003:610). 

Efektivitas Peraturan Bupati Karimun Nomor 14 Tahun 2014 

tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan terbatas merokok di 

Pelabuhan Tanjung Balai Karimun khususnya pada penerapan kebijakan 

kawasan tanpa rokok dapat dilihat dari basil yang diinginkan dari 

perencanaan kebijakan. Salah satu tujuan kebijakan kawasan tanpa rokok 

adalah memmtnkan angka penyakit yang diakibatkan dari asap rokok. 

Berdasarkan data observasi yang penulis dapatkan angka penyakit ISP A 

yang diakibatkan oleb adanya asap merokok masih tergolong ballkan 
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kecenderungan ada kenaikan jika dibandingkan dengan tabun sebehnnnya. 

Pada tabun 2013 angka kejadian mencapai 17.910 kemudian pada tahtm 

2014 mencapai 18.045 dan satu tahun sete1ab pelaksanaan kebijakan yaitu 

pada tahun 2015 angka kejadianjustru meningkat menjadi 19.564. Berikut 

disajikan dalam tabel4.3 dan 4.4. 

Tabel4.3 
10 Penyakit Terbanyak di Kabupaten Karimun Tahun 2014 

No. Jenis Penyakit 
Penderita 

Jumlah 
L p 

1 ISPA 8768 9277 18045 
2 Essential Hypertension 1706 2686 4392 
3 Nasofaringitis 1472 1433 2905 
4 Diare 1518 1295 2813 
5 Dyspepsia 1095 1676 2771 
6 Acute Pharyngitis 1130 1372 2502 

Dennatitis Kontak Alergika, 2200 
7 unspecified cause 979 1221 
8 Mylagia 802 1252 2054 
9 Acute Tonsillities 824 1018 1842 
10 Osteo Atritis 561 1177 1738 

Total 18855 22407 41262 
Smnber: Dmas Kesehatan Kabupaten Kanmun 

Tabel4.4 
lOP enya kitT b er anya kd'Kab t Ka. I upa en nmun T h 2015 a un 

No. Jenis Penyakit 
Penderita 

Jumlah 
L p 

1 1SPA 9588 9976 19564 
2 Essential Hypertension 1862 2817 4679 
3 Nasofaringitis 1383 2159 3542 
4 Diare 1560 1464 3024 
5 Dyspepsia 1108 1546 2654 
6 Acute Pharyngitis 964 865 1829 

Dennatitis Kontak Alergika, 1715 
7 unspecified cause 629 1086 
8 Mylagia 607 978 1585 
9 Acute Tonsillities 753 819 1572 
10 Osteo Atritis 731 795 1526 

Total 19185 22505 41690 
Smnber: Dmas Kesehatan Kabupaten Kanmun 
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Berdasarkan data tersebut penulis mencermati bahwa 

implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok berdasarkan tujuan 

penurunan angka penyakit yang diakibatkan oleh asap rokok bel urn efektif. 

Analisis berikutnya dilibat dari rencana dan pelaksanaan di 

lapangan, yang menunjukan babwa berdasarkan pendapat beberapa sumber 

antara tabap awal pembuatan kebijakan dan pelaksanaan di Pelabuhan 

tidak sesuai dengan yang dinginkan. 

a. Penanggungjawab pelaksanaan KTR 

Penulis mencermati babwa pada pelaksanaan kebijakan 

kawasan tanpa rokok yang menjadi penanggung jawab adalab 

pimpinan!lembaga terkait dalam hal ini penanggung jawab Pelabuhan 

Tanjung Balai Karimun sehingga pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa 

rokok dan kawasan terbatas merokok sepenuhnya menjadi tanggung 

jawab dari pihak Pelabuhan Tanjung Balai Karimtm dalam hal ini 

general manajer namun pada kenyataannya penanggtmg jawab 

pelaksanaan peraturan Bupati Karimun Nomor 14 Tabun 2014 di 

Pelabuhan Tanjung Balai Karimun adalab Koordinator lapangan 

Terminal. Sebagaimana wawancara dengan Koordinator Lapangan 

Terminal Pelabuhan Tanjung Balai Karimun sebagai berikut: 

Sebenamya pelaksanaan KTR di Pelabuhan Tanjung Balai 
Karimun terdiri dari penanggung jawab Manajer Pelabuhan, 
tim pemantau pcngawas yaitu manajer ~11mber daya mamtsia 
dan umum, koordlnator teknls yaltu manajer teknik, penanggung 
jawab /apangan yailu kuurdinalur lapangart dart petugas 
keamanan. Tapi ini enggak berjalan apabi/a ada permasalahan 
semuanya diserahkan kepada saya dan saya menjadi 
penanggungjawab semuanya karena sebelum adanya peraturan 
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Bupati Karimun Nomor 14 ini KTR sudah ja/an dan saya 
menjadi penanggung jawabnya sehingga apabila ada 
permasa/ahan yang berkaitan dengan orang yang merokok dari 
intern pegawai tidak dapatlah kami memberi sanksi atau 
teguran karena yang dapat memanggil dan member tindakan 
manager umum secara /angsung dan seharusnya ada sural 
penugasan kepada kami juga tapi selama ini tidak ada, karena 
sudah secara o/omatis dari intern perusahaan menerapkan ini 
dan Peraturan Bupati ini dianggap sudah dijalankan di 
Pelabuhan jadi pihak pimpinan be/urn mengetahui kalau 
penanggung jawab langsung menurnt Perbup ini ya Manager 
umum, kalaupzm mengetahui menurnt saya peraturan bupati ini 
dianggap hanya untuk SKPD di bawahnya karena kita 
pernsahaan sekupnya nasional meskipun berada di Tanjung 
Balai Karimun (Wawancara dengan, Koordiantor Lapangan 
Terminal Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, 7 Oktober 2016, 
pukul 13,30 WJB). 

Berdasarkan pendapat tersebut penulis mencennati bahwa 

penanggung jawab pelaksanaan kebijakan Peraturan Bupati Nomor 14 

Tahun 2014 di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun tidak sesuai 

sebagaimana tercantnm dalam peraturan tersebut bahwa penanggung 

jawab pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok atau Kawasan terbatas 

merokok adalal1 pimpinanlpenanggung jawab sedangkan penangg1mg 

jawab di Pimpinan di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun adalah 

Manajer Umum (general manager). Alasan ditetapkannya penanggung 

jawab KTR di Pelabuhan adalah koordinator lapangan sebagaimana 

wawancara di atas dikarenakan Pelabuhan Tanjung Balai Karimun 

sudah menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok sebelum Peraturan 

Bupati Nom or 14 Tahun 2014 diberlakukan di Kabupaten Karimun. 
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Tabel4.5 
Sosonan Togas Tim Pelaksana KTR 
Pelabuhan Tan·on Balai Karimon 

Jabatan 

General Manager 
Manager SDM & 
Umum 
Manager teknik 

Togas dalam 
Team 

Pengarab 
Ketua Tim 
Pengawas 
Koordinator 
Teknis 

Keterangan 

Penanggungjawab umum 
Koordinator kepengawasan 

Teknis pelaksanaan 

4 Koordinator Korlap Penanggung jawab 
Lapangan elaksanaan 

5 Satpam Keamanan Asistensi penegakan 
umber: Dolannen Pelabuhan Tanjung Balai Karimun 

Berdasarkan pada tabel 4.5 bahwa penanggung jawab secara 

um pada pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok adalah General um 

M anager namun pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok ini ada 

pa da penanggung jawab pelaksanaan di lapangan yakni Koordinator 

La pangan Pelabuhan sehingga pada tahap penanggung jawab ini 

Ke bijakan Bupati Karimun Nomor 14 tahun 2014 Kawasan Tanpa 

Ro kok tidak efektif dengan alasan bahwa pelaksanaan Kawasan Tanpa 

Ro kok di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun sudah beijalan lebih 

da hulu sebelum Peraturan Bupati Karimun Nomor 14 tahtm 2014 

dit erapkan. Dengan adanya penanggtmg jawab pelaksanaan pada 

ko ordinator lapangan pelabuhan menyebabkan lemalmya pengawasan 

da n penindakan akibat tidak adanya perintah langsung atau surat 

nugasan dari atasan untuk memperkuat ttlgas dan wewenang pe 

k oordinator lapangan. Disamping itt! Pelabuhan Tanjung Balai Karimun 

ber dasarkan wawancara di alas merupakan perusahaan yang 

c akuparmya nasional dan Peraturan Bupati dianggap hanya terbatas 

42976.pdf 



120 

pada SKPD di bawahnya. Berdasarkan ura1an ini pada tahapan 

penanggung jawab pelaksanaan Peraturan Bupati Karimun Nomor 14 

Tahun 2014 di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun tidak efekti£ 

b. Kewajiban Penanggungjawab 

Berdasarkan pasal 12 Peraturan Bupati Karimun Nomor 14 

Tahun 2014 disebutkan bahwa (1) setiap pimpinan danlatau 

penanggung jawab tempat umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 

ayat (1) wajib melarang setiap pengunjung, karyawan atau setiap orang 

yang berada di tempat umum yang menjadi tanggung jawabnya untuk 

tidak merokok kecuali di tempat kbusus yang disediakan. 

Apabila penulis mencermati pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati 

Karimun Nomor 14 tahun 2014 di atas jelaslah bahwa penanggung 

jawab tempat umum wajib melarang setiap pengunjung, karyawan atau 

setiap orang yang berada di tempat umum untuk tidak merokok kecuali 

pada tempat yang disediakan. Kenyataan yang teijadi berdasarkan 

observasi yang penulis laksanakan selama 1 minggu dari tanggal 26 

September sampai dengan 1 Oktober diperoleh data sebagai berikut. 

Tabel4.6 
Ob servas1 ea ana an "Piks Ka wasan T anpa Rkk 0 0 

No Tanggal Temuan di Lapangan Tindakan 
1 26-09-2016 1. Pengunjung merokok di mang Ditegur 

VIP Dibiarkan 
2. Pengunjung Merokok di kantin 
3. Pengunjung Merokok di mang 

tunggu ber ac 
2 27-09-2016 1. Pengunjung merokok di area Dibiarkan 

loket 
2. Pengunjung merokok di area 

parkir 
3. Merokok di mang kantor 
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3 28-09-2016 1. Pegawai pelabuhan merokok di Dibiarkan 
ruangan 

2. Pegawai pelabuhan merokok 
sambil melayani pengunjung 

4 29-09-2016 1. Pengunjung merokok di kantin Dibiarkan 
2. Pengunjung merokok loket 

karcis 
3. Pengtmjung merokok di depan 

ruang tunggu 
5 30-09-2016 1. Pengunjung merokok di kantin Dibiarkan 

2. Pengunjung merokok loket 
karcis 

3. Pengunjung merokok di area 
parkir 

6 01-10-2016 1. Pengunjung merokok di kantin Dibiarkan 
2. Pengunjung merokok loket 

karcis 
3. Pengunjung merokok di area 

parkir .. 
Sumber: Hast! Observast Penehtian (2016) 

Berdasarkan tabel di atas pada tanggal 26 September 2016 

sampai dengan 1 Oktober 2016 penulis melakukan observasi di 

Pelabuhan dan menemukan adanya aktifitas merokok yang dilakukan 

pengunjung pada ruang tunggu VIP Pelabuhan, Kantin, ruang tunggu 

bre ac, area parkir, loket, depan ruang tunggu dan tidak ada tindakan 

apapun dari pihak pengelola pelabuhan. Teguran dilakukan oleh 

keamanan pelabuhan dikarenakan adanya pengtmjung yang merokok di 

ruang tunggu VIP padahal seharusnya teguran dilakukan kepada orang 

yang melakukan aktifitas merokok pada tempat Jain kecuali tempat 

khusus yang disediakan untuk merokok. Sebagaimana dalam pasal ( 4) 

bahwa tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinanlpenanggtmgjawab 

salah satunya adalah mempersilakan setiap pengunjung atau setiap 
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orang yang berada ditempat umum yang menjadi tanggung jawabnya 

untuk merokok di tempat khusus yang telah disediakan. 

Kewajiban penanggung jawab pelabuhan yang kedua 

diantaranya menyediakan tempat khusus untuk merokok. Berdasarkan 

obervasi penulis tempat khusus untuk merokok di Pelabuhan 

Penumpang domestik Tanjung Balai Karimun belum tersedia demikian 

juga basil wawancara dengan pengunjung Pelabuhan berikut: 

Seperti yang kita /ihat bersama masih banyak pengunjung, 
penjual pedagang atau pihak-pihak yang terlibat di pelabuhan 
banyak yang merokok tidak ditempatnya dan kawasan juga yang 
khusus untuk merokok tidak ada. (Wawancara dengan 
Pengunjunglpenggunajasa Pelabuhan 2, 3 Oktober 2016, pukul 
11.00 WJB) 

Berdasarkan wawancara tersebut menunjukan belum 

tersedianya ruangan khusus untuk merokok di pelabuhan penumpang 

domestik sedangkan peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 tentang 

Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan terbatas merokok disebutkan 

dalam pasal 12 bab (3) setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat 

umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) wajib 

menyediakan tempat khusus untuk merokok. Penulis mencermati pada 

kegiatan ini KTR di Pelabuhan tidak beijalan efektif dikarenakan tidak 

disediakannya tempat khusus untuk merokok di pelabuhan domestik. 

Kewajiban penanggung jawab tempat umum berikutnya 

sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 14 

Tahun 2014 adalah memasang tanda dilarang merokok yang 

ditempatkan pada tempat yang strategis. Berdasarkan basil pengamatan 
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penulis pada tanggal 6 Oktober 2016 di tempat-tempat strategis seperti 

ruang tunggu penumpang VIP Pelabuhan Tanjllllg Balai Karimllll 

terdapat setidaknya ada tiga tanda dilarang merokok bempa tulisan 

dilarang merokok dengan disertai gambar rokok dalam sebuah 

lingkaran yang disilang. Selengkapnya basil observasi penulis disajikan 

dalam tabel berikut. 

Tabel4.7 
Observasi Pemasangan Tanda/Petunjuk Peringatan Larangan 

Merokok dan Tanda/Petunjuk Ruangan Boleh Merokok di 
Ka T R k wasan anoa oko 

No Area Ketersediaan 
1 Ruang Tunggu Tulisan dilarang merokok dengan ukuran 

VIP (4 x5 m) 20x30 em terdapat gambar rokok menyala 
dieoret dalam lingkaran berwama merah 
terdapat dua buah tanda 

2 Ruang Tllllggu Tulisau dilarang merokok dengan ukuran 
Penumpang (12 20x30 em terdapat gambar rokok menyala 
x40m) dieoret dalam lingkaran berwama merah 

terdapat satu buah tanda 
3 KantorKKP Tulisan dilarang merokok dengan ukuran 

20x30 em terdapat gambar rokok menyala 
dieoret dalam lingkaran berwama merah 
terdapat satu buah tanda 

4 Pelayanan Tiket Tidak terdapat tanda 
(10 x 30m) .. 

Sumber: Has!l Observas1 Peneh!Ian (20 16) 

Berdasarkan tabel 4.7 di atas tanda/petunjuk peringatan 

Jarangan merokok mang tunggu VIP yang bemkuran 4 x 5 m terdapat 

dua buah tanda dengan ukuran 20 x 30 em, Ruang tunggu penumpang 

biasa yang bemkuran 12 x 40 m hanya terdapat satu buah tanda, mang 

kantor KKP terdapat satu buah tanda dan pelayanan tiket tidak terdapat 

tanda. Menurut pengamatan penulis tanda ini kurang efektif 

dikarenakan Iuasnya mangan VIP dan mang tunggu penumpang biasa 
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hanya terdapat dua buah dan satu buah tanda sehingga tidak 

memudahkan pengunjung me1ihat tanda tersebut. Sedangkan pada 

ruang KKP tidak terdapat tanda sama sekali. 

Tabe14.8 
Observasi Pemasangan Tanda/Petunjuk Peringatan Larangan 

Merokok dan Tanda/Petunjuk dan Ruangan Boleh Merokok di 
Kawasan Terbatas Merokok 

No AreaKTM Ketersediaan 
1 Area parkir Tidak tersedia tulisan 
2 Area kantin Tidak tersedia tulisan 
3 Area pelayanan Tidak tersedia tulisan 

tiket 
4 Pelabuhan Terdapat ruangan khusus merokok dan 

Internasional tersedia tanda 
5 Pelabuhan Tidak terdapat ruang khusus merokok 

domestik .. 
Sumber: Hasil Observas1 Penelit.Ian (20 16) 

Tabel di atas menunjukan bahwa pemasangan tanda peringatan 

Iarangan merokok tidak terdapat pada area parkir, kantin dan pelayanan 

tiket. Sedangkan ketersediaan ruangan merokok terdapat pada ruang 

tunggn lnternasional dan ruang timggn penumpang domestik tidak 

tersedia ruangan. Berdasarkan data tersebut menunjukan sarana 

penerapan kebijakan KTR belum lengkap dan tidak sesuai dengan 

Peraturan Bupati Karimun Nomor 14 Tahun 2014 pasal 13 ayat (5) 

yang menyebutkan bahwa setiap pimpinan atau penanggung jawab 

tempat umum wajib membuat dan memasang tanda!petunjuk/peringatan 

larangan merokok dan tandalpetunjuk ruangan boleh merokok. 

Sehingga dapat disimpulkan pelaksanaan kurang efeklif. 

2. Efisicnsi Kebijakan Pcratumn Bupati Karimun Nomor 14 tahtm 2014 

tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok. 
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Kebijakan Peraturan Bupati Karimun Nomor 14 tahun 2014 

tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok 

khususnya di Pelabuban Tanjung Balai Karimun dapat dilihat dari 

seberapa banyak usaha diperlukan tmtuk mencapai basil yang diinginkan. 

Usaha yang telah dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun adalah 

memberikan sosialisasi yang intensif kepada seluruh instansi pemerintah 

dan swasta di Kabupaten Karimun, pemasangan baliho, siaran radio, 

menghadiri pertemuan tingkat Desa dan Kecamatan, pemasangan spanduk 

ke sekolah-sekolal1 masjid dan pelabuhan. Sebagaimana yang disampaikan 

Kepala Seksi P2ML,Surveilensi dan Imunisasi Dinas Kesehatan 

Kabupaten Karimun: 

Melakukan Sosialiasi di lima pulau besar pulau dikabupaten 
karimun diantaranya Pulau Karimun, Pulau Kundur, Pulau 
Moro, Pulau Buru dan Durai. Sosialisasi dihadiri berbagai 
ins/ansi termasuk pihak pelabuhan serta tokoh masyarakat. Pada 
pertemuan tersebut dibagikan peraturan Bupali dan dilaksanakan 
penanda tanganan persetujuan adanya peraturan Bupati tentang 
kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok 
Kita juga melaksanakan sosialisasi dengan memasang baliho 
pada tempal-tempagt umum, melalui siaran radio, menghadiri 
pertemuan desa dan kecamatan serta memasang spanduk­
spanduk di seko/ah, ma~id dan pelabuhan. (Wawancara dengan 
dengan Kepala Seksi P2ML,Surveilansi, dan Jmunisasi Dinas 
Kesehatan Kabupaten Karimun, , 6 0/aober 2016, pukul 11.00 
WIB) 

Dari pihak pe1abuhan menyatakan bahwa sosialisasi dilakukan 

terhadap jajaran pimpinan perusahaan, karyawan dan masyarakat sekitar 

yang sehari-harinya melakukan aktifitas di pelabuban. Sebagainlana 

disampaikan Koordinator Lapangan Pelabuhan Tanjung Balai Karimtm 

sebagai berikut: 

42976.pdf 



126 

Pelabuhan sudah melaksanakan sosialisasi bempa penjelasan dan 
pengarahan kepada jajaran manajer, kemudian tingkat karyawan 
dengan menghadirkan masyarakat sekitar, ada pedagang, dll yang 
sehari-hari beraktifitas di sekitar pelabuhan. (W awancara dengan 
Koordinator Lapangan Terminal Pelabuhan Tanjung Balai 
Karimun, 7 Oktober 2016, puku/13,30 WJB) 

Sedangkan pendapat salah satu pemilik kantin dan penjual tiket di 

Pelabuhan menyatakan bahwa mengetahui adanya kawasan tanpa rokok 

dari rambu-rambu yang menyatakan dilarang merokok dan kawasan tanpa 

rokok. Sebagaimana hasil wawancaranya sebagai berikut. 

Saya tahu karena kalau kita lihat di kawasan pelabuhan ada 
beberapa rambu yang menyatakan memang di kawasan ini tidak 
boleh merokak. Saya mengetahui dari rambu-rambu, ada beberapa 
rambu yang mengatakan kawasan yang di dalam terulama ruang 
tunggu tidak boleh merokok. (Wawancara dengan Pemilik Kantin 
di Pe/abuhan, Wawancara dengan Pemilik Kantin di Pelabuhan, 4 
Oktober 2016, pukul 09.00 WIB 

Saya tidak pernah me/ihat adanya tulisan peraturan bupati tentang 
/arangan merokok berupa perbup No 14 Tahun 2014. saya tidak 
melihat itu namun hanya melihat Ianda dilarang merokok. 
(Wawancara dengan Penjual Tiket, 3 Oktober 2016, pukul 11.00 
WIB). 

Pendapat salah satu pengunjung menyatakan tidak mengetahui 

adanya peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana 

disampaikan Pengunjung Pelabuhan 3 bahwa dirinya tidak mengetahui 

kalau pelabuhan adalal1 kawasan tanpa rokok. 

Saya tidak mengetahui kalau kawasan pelabuhan adalah kawasan 
tanpa rokok. (Wawancara dengan Pengunjungl pengguna jasa 
Pelabuhan 1, 3 Okiober 2016,pukul13.00 WIB) 

Dari penjelasan di atas penulis mencermati sebenarnya usalmyang 

dilakukan oleh Diuas Kesehatan Kabupaten Karimun dan Penanggung 

jawab Pelabuhan Tanjung Balai Karimtm sudah maksimal. Walaupun 
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kenyataannya ada masyarakat yang belum mengetahui adanya peraturan 

Bupati Nomor 14 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dengan demikian 

penulis menyimpulkan bahwa kebijakan Peraturan Bupati Nomor 14 

Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas 

Merokok belum efisien. 

3. Kecukupan Kebijakan Peraturan Bupati Karimun Nomor 14 tahun 2014 

tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok 

Kecukupan didasarkan pada pertanyaan seberapa j auh pencapaian 

basil yang diinginkan memecahkan masalah Perataan?. Hasil atau produk 

dari kebijakan adalah dinas Kesehatan Kabupaten Karimun mengeluarkan 

buku pedoman tentang pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. Kemudian 

kepala dinas Kesehatan Kabupaten Karimun juga mengeluarkan buku 

pedoman tentang petunjuk teknis pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dan 

Kawasan Terbatas Merokok. 

Hasil lain dari kebijakan ini adalah instansi pemerintah seperti 

rumah sakit dan sekolal1 negeri dan sekolah swasta telah dan menerapkan 

kebijakan kawasan tanpa rokok yang dinlaksud. Hasil lainnya adalah 

Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun bersama dengan seluruh jajaran 

instansi baik pemerintah maupun swasta telah mendandatangani 

kesepakatan pelaksanaan peraturan Bupati Nom or 14 tahun 2014 ten tang 

Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok. sebagaimana 

disarnpaikan oleh Kepala Seksi P2ML, Surveilansi dan Imunisasi Dinas 

Kesehatan Kabupaten Karimun berikut. 
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Hampir selurnh sekolah di Kabupaten Karimun menerapkan ini, 
sudah ada terpasang tulisan dilarang merokok, kawasan tanpa 
rokok, tersedia juga rnang khusus merokok bagi gum yang 
memang perokok be rat. 
Pada pertemuan tersebut dibagikan peraturan Bupati dan 
dilaksanakan penandatanganan persetujuan adanya peraturan 
Bupati tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas 
merokok. .(Wawancara dengan Kepa/a Seksi P2ML,Survei/ansi, 
dan lmunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun, 6 Oklober 
2016,puku/13.30 WJB) 

Pada pelabuhan Tanjung Balai Karimun sudah dibentuk tim 

pemantau kawasan tanpa rokok. Sebagaimana yang disampaikan oleh 

Koordinator lapangan Pelabuhan Tanjung Balai Kairmun berikut. 

Pelaksana KTR di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun terdiri dari 
penanggung jawab Manajer Pelabuhan, tim pemantau pengawas 
yaitu manajer sumber daya manusia dan umum, koordinator teknis 
yaitu manajer teknik, penanggung jawab lapangan yaitu 
koordinator lapangan dan petugas keamanan. (Wawancara dengan 
Koordiantor Lapangan Tenninal Pe/abuhan Tanjung Balai 
Karimun, 7 Oktober 2016, puku/13,30 WIB). 

Penulis mencermati bahwa yang mengikuti kebijakan Peraturan 

Bupati Karimun Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok 

dan Kawasan Terbatas Merokok adalah lnstansi Pemerintahan salah 

satunya Rumah Sakit Umum Daerah Karimun, seluruh seko1ah negeri dan 

swasta di Kabupaten Karirnun serta tempat umum dalam hal ini Pelabuhan 

Tanjung Balai Karirnun meskipun pada pelaksanannya di Pelabuhan 

Tanjung Balai Karimun masih perlu dilakukan pembenahan seperti belum 

tersedianya ruang khusus merokok pada ruang tunggu pelabuhan 

domestik. Penulis menyimpulkan bahwa pada kecukupan perataan 

Pearutan Bupati Karimun Nomor 14 tahun 2014 telah dilaksanakan secara 

merata. 
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4. Perataan Kebijakan Peraturan Bupati Karimun Nomor 14 tahtm 2014 

tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok. 

Aspek perataan didasarkan pada pertanyaan apakah biaya dan 

manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok tertentu?. Untuk 

melaksanakan peraturan Bpati Karimun Nomor 14 tahun 2014 Pemerintah 

mengajukan anggaran kepada DPRD Kabupaten Karimun berupa anggaran 

biaya untuk kegatan sosialisasi dan pelaksanaannya kepada seluruh 

instansi pemerintah dan swasta. Sebagaimana disarnpaikan kepada Dinas 

Kesehatan Kabupaten Karimun berikut. 

Untuk sarana dan prasarana Pemerintah Kabupaten Karimun 
memang menyediakan dana dari APBD Kabupaten Karimun, meski 
ada keterbatasan tapi dirasa cukup. Dana untuk sosialiasi 
diberikan kepada instansi negeri dan swasta serta sarana 
prasarana kita sediakan semuanya. (Wawancara dengan Kepala 
Dinas Kesehatan., 6 Oktober 2016, pukul 09.00 WJB). 

Sementara pelabuhan Tanjung Balai Karimun berpendapat bahwa 

biaya yang diterimakan untuk pelaksanaan sosialisasi dan penerapan tidak 

cukup sehingga dianggarkan dari intern perusahaan. Sebagaimana basil 

wawancara dengan Manajer SDM dan Umum PT Pelindo I Tanjung Balai 

Karimun berikut. 

Selain bersumber dari pemerintah dari pihak pelabuhan secara 
intern kami menyediakan sarana dan prasarana serta anggaran 
yang cukup untuk pelaksanaan kegiatan ini. Sebab anggaran dari 
Pemerintah Kabupaten Karimun untuk sosialisasi saja dan tidak 
cukup. (Wawancara dengan Manajer SDM dan Umum, 7 Oktober 
2016, puku/11.00 WIB). 

Berdasarkan pendapat di atas penulis mencermati bahwa 

Pemerintah Kabupaten Karimun telah mengeluarkan anggaran pelaksanaan 
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sosialisasi dan penerapan Kebijakan Peraturan Bupati Karimun Nomor 14 

Tahun 2014 yang diberikan kepada se1uruh instansi negeri dan swasta 

termasnk Pelabuhan Tanjung Balai Karimun hanya saja pada 

pelaksanannya dana tersebut tidak mencnkupi sehingga perusahaan hams 

mengeluarkan anggaran sendiri untnk mencukupinya. Hal ini dapat penulis 

simpulkan bahwa dari segi perataan biaya dan manfaat yang 

didistiibusikan akibat adanya Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 

telah dilakukan secara merata. 

5. Responsivitas Kebijakan Peraturan Bupati Karimun Nomor 14 tahun 2014 

tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok. 

Responsivitas berkaitan dengan pertanyaan apakah basil kebijakan 

memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok 

tertentn?. Hasil kebijakan kawasan tanpa rokok di Pelabuhan Tanjung 

Balai Karimun khususnya hasilnya belmn dirasakan sebagaimana pendapat 

pengunjung Pelabuhan berikut. 

Belum berjalan tapi banyak yang belum disediakan oleh 
pemerintah salah satu conothnya harus disediakan juga tempat 
khusus bagi orang yang ingin merokok sehingga tidak mengganggu 
calon penumpang lain. (Wawancara dengan Pengunjung 3, 4 
Oktober 2016, pukul 09.00 WJB) 

Berdasarkan pendapat tersebut pelaksanaan peraturan Bupati 

Karimun Nomor 14 tal1un tentang kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan 

Terbatas Merokok di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun khususnya ruang 

tunggn penmnpang domestic yang belmn tersedianya ruangan khusus 

merokok dan mengganggn caJon penmnpang lain. 

42976.pdf 



131 

Pendapat lain menyatakan bal1wa pelaksanaan KTR di Pelabuhan 

Tanjung Balai Karimun belum menghasilkan karena tidak adanya sanksi 

bagi pelanggar. Sebagaimana pendapat berikut. 

Ketilca ada ma.\yarala:it yang merokok apabila tidak melengla:ipi 
sarona dan prasana mala:i kita tidak dapat melakukan tindala:in. 
Tindala:in yang dilakukan masih sebatas peringatan tertulis 
(Wawancara dengan Kasubag Produk Hukum daerah dan 
dokumentasi Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun, 7 
Oktober 2016,pukul 08.00 WJB) 

Berdasarkan pendapat Kasubag Prodnk Hukum Daerah di atas 

bahwa peraturan Bupati Karinlun Nomor 14 Tallun 2014 tidak beijalan 

apabila tidak ada peraturan yang jelas dan hanya sebatas peraturan tertulis 

saja. Pendapat lain dari peogunjung pe1abuhan menyatakan ballwa 

pelaksanaan peraturan kebijakan KTR hanya sia-sia karena tidak disertai 

dengan tindakan tegas dan sanksi yang jelas. Sebagainlana wawancara 

dengan salall satu Pengunjung/pengguna Jasa Pelabuhan Domestik berikut. 

Ya betul secara bahasa Indonesia memang kalau tanpa merolwk ya 
tidak boleh merolwk iya memang pelabuhan ada/ah fasilitas umum 
yang tidak boleh merolwk. iya betul sudah pernah dengar tapi 
memang secara riil banyak yang melanggar tapi tidak pemah ada 
penindala:in bagi yang melanggar. lni tidak ala:in beljalan dan 
menurut soya hanya sia-sia apabila tidak ada tindala:in yang tegas 
dalam aturannya. (Wawancara Wawancara dengan Pengunjung 3, 
4 Oktober 2016, pukul 09.00 WJB)) 

Berdasarkan pendapat di atas penulis menyinlpulkan ballwa upaya 

yang sudall dilaksanakan Pemerintall Kabupaten Karimun dan Penanggung 

jawab pelabuhan untuk penerapan Peraturan Bupati Nomor 14 Tal1un 2014 

tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok sudall 
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beijalan meskipun dalam pelaksanaannya belum rnemuaskan sebagian 

besar masyarakat. 
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A. Kesimpulan 

BABV 

KESUMPULANDANSARAN 

Berdasarkan dari basil analisis temuan penelitiau pada pembabasan 

bab sebelumnya maka basil pembahasan penelitian ini adalab sebagai berikut: 

I. Kinelja kebijakan kawasan tanpa rokok di Pelabubau Tanjung Balai 

Karimun dilihat dari faktor komtmikasi implemeutator di Pelabuhan 

Tanjung Balai Karimun mengetahui dan melaksanakan tujuan dan sasaran 

kebijakan, sumber daya manusia dan pendukung implementasi cukup 

rnemadai, faktor disposisi komitmeu dan watak implementator tidak 

diragukan, struktur birokrasi tim pelaksana dan staudar operasional 

prosedurterpenuhi. 

2. Faktor yang menjadi barnbatau dalarn penerapan kebijakan kawasan taupa 

rokok di Pelabuban Tanjung Balai Karimun adalah belum diterapkannya 

sanksi tegas terbadap pelanggaran merokok di kawasan tanpa rokok, 

kurangnya partisipasi masyarakat terhadap peuerapan kawasan tanpa 

rokok sehingga kesadaran peugguna pelabubau minim, behun kuatnya 

status peraturan Bupati karena belum ditingkatkan meujadi Peraturan 

Daerah sehingga memiliki keterbatasan penerapan. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan penelitiau peuulis menyarnpaikan 

rekomendasi sebagai berikut: 

133 
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1. Secara praktis 

Implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan 

Terbatas Merokok secara umum sudah beijalan meskipllll masih kurang 

efektif sehingga kedepan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara 

berkala oleh Tim Pemantau KTR dari Dinas Kesehatan Kabupaten 

Karimllll. Monitoring dapat dilakukan setiap bulan dengan melakukan 

pemeriksaan laporan tim pemantau di lapangan yang selama ini 

belumpemab dilakukan. 

2. Secara Akademis 

Peraturan Bupati Karimllll Nomor 14 tabun 2014 merupakan 

kebijakan yang diterapkan pada selurub wilayab Kabupaten Karimun 

sedangkan penelitian ini baru terbatas pada salab satu objek saja yaitu 

Pelabuban Tanjung Balai Karimun sehingga penelitian ini belum 

mewakili secara keseluruban Kawasan Tanpa Rokok. Oleh karena itu 

penelitian selanjutnya disarankan untnk melakukan penelitian pada objek 

tempat-tempat umum lainnya yang berbeda seperti terminal dan tempat 

umum yang menjadi konsentrasi masyarakat agar didapatkan basil 

evaluasi yang lebih maksimal mengingat wilayab Kabupaten Karimllll 

yang cukup luas. 

3. Secara Kebijakan 

Implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Pelabuhan 

Tanjung Ralai Karimun herdasarkan penelitian ini belum efektif dengan 

indikasi terdapat implernentasi yang tidak sesuai dengan harapan pembuat 

kebijakan diantaranya penanggung jawab KTR tidak sesuai dengan 
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Perbup KTR, pemasangan tanda/tulisan larangan merokok tidak 

memenubi syarat Perbup KTR, tidak tersedianya ruangan khusus uutuk 

merokok dan tidak dilakukannya teguran kepada perokok di kawasan 

tanpa rokok. Disarankan kepada Instansi Perneriutah Kabupaten Karimuu 

dan Dinas Kesehatan untuk meningkatkan efektifitas Kebijakan Kawasan 

Tanpa Rokok melalui: 

a. Melakukan evaluasi penanggung jawab KTR kepada setiap SKPD di 

wilayah Kabupaten Karim1m 

b. Menyediakan tandaltulisan larangan merokok di setiap kawasan tanpa 

rokok sesuai kebutuhan wilayah KTR 

c. Menyediakan anggaran guna pengadaan ruangan khusus merokok di 

kawasan terbatas rnerokok 

d. Menambahkan beberapa point sanksi yang jelas pagi pelanggar 

peraturan baik bagi instansi yang tidak menerapkan maupun bagi 

perokok di wilayah kawasan tanpa rokok. 

42976.pdf 



DAFTAR PUSTAKA 

A. BUKU 

Agustino, L. (2006). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandtmg: Alfabeta. 

Arikunto, S. (201 0). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta 
Rineka Cipta. 

Astrid, S. (1975). Efektifttas. Bandtmg: Bina Cipta 

Badjuri, A. & Yuwono, T. (2002). Kebijakan Publik Konsep & Strategi. 
Semarang: Undip Press. 

Bridgman, J. & Davis G. (2000). Australian Policy Handbook, Allen & Unwin, 
NSW 

Danim, S. (2004). Motivasi Kepemimpinan dan Efektifitas Kelompok. Jakarta: 
Rineka Cipta 

Danim, S. (2000). Pengantar studi Pene/itian Kebijakan. Jakarta: 
BumiAksara 

Dtmn. W. N. (1993). Ana/isis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada 
Diversity Press. 

Dtmn. W. N. (2003). Ana/isis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada 
Diversity Press. 

Gedeian, A. G. (1991). Organization Theory and Design. University of 
Colorado at danver 

Hadi, S. (1991). Metodologi Research. Yogyakarta: Andi Offset. 

Kotmtur, R. (2009). Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis. 
Jakarta: Penerbit PPM. 

Mahmudi, (2005). Manajemen Kinelja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP AMP 
YKPN. 

Budiaijo, M. (2000). Dasar-dasar 1/mu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka 
Indonesia. 

Moleong, L. J. (2008). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandtmg: PT 
Remaja Rosda karya. 

Muchsin, H & Putra, F. (2002). Hukum dan Kebijakan Publik. Averroes 
Malang. 

Notoatmodjo, S. (2003). Prinsip-Prinsip Dasar 1/mu Kesehatan Masyarakat 
Cetakan Kedua. Rineka Cipta, Jakarta 

Notoatmodjo, S., (2010).1/mu Perilaku Kesehatan. Rineka Cipta, Jakarta 

Nugroho, R. (2004). Kebijakan Publik: Fonnu/asi, lmplementasi dan 
Evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputiudo. 

42976.pdf 



Ndraha, T. (1989). Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia. 
Jakarta: Bumi Aksara. 

Steers, M. R. 1(985). Efektifitas Organisasi. Jakarta: Erlangga 

Syafei, I. K. (1992). Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: Refika 
Aditama 

Sirait. A (1991 ). Manajemen. Jakarta: PT Gel ora Aksara 

Subarsono, A G (2005). Ana/isis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan 
Aplikasi. Pustaka Pelajar. Yogyakarta 

Tangkilisan. H.N.S. (2003). Kebijakan. Jakarta: Media Persada 

Setiawan, E. (2013). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Kemendikbud. 

Sugiyono. (2013). Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. 
Bandung: Alfabeta. 

Suntoro, I & Hariri, H. (2015). Kebijakan Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu. 

Widodo. (2001). Implementasi Kebijakan. Bandung: CV Pustaka Pelajar. 

B. DOKUMEN 

Kemenkes RI, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 2011, 
Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar 2010, Jakarta. 

Kementerian Kesehatan RI. 2011. Desain Kreatif Untuk Mengembangkan 
Media Kawasan Tanpa Rokok. Jakarta: Kemenkes RI. 

Peratnran Pemerintab Republik Indonesia Nomor 19 Tabun 2003 tantang 
Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan. 

Peratnran Bupati Karimun Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa 
Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok 

Peranrran Bersama Menteri Kesehatan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 
188/Menkes/PB/I/2011 Nomor 07 Tah1m 2011 Tentang Pedoman 
Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan. 

C. JURNAL 

Triana, A Z. (2014). Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang 
Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMK 
Muhammadiyah 2 Kota Palembang Tahun 2014. Manuskrif Skripsi. 
Palembang: FKM Universitas Sriwijaya 

Siregar, E. P. (20 15). Analisis lmplementasi Kebijakan Kawasan Tanpa 
Rokok (KTR) di Rumab Sakit Umum Daerab Dr. Pirngadi Kota 

42976.pdf 



Medan Tahun 2015. Skripsi tidak diterbitkan. Medan: FKM 
Universitas Sumatera Utara. 

Azkha, N. (2013). Studi Efektivitas Penerapan Kebijakan Perda Kota Tentang 
Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam Upaya Menurunkan Perokok 
Aktif di Sumatera Barat Tahun 2013. Jumal Kebijakan Kesehatan 
Indonesia. Vol. 02 (04):171-179. 

Nugroho, P. S. 2015. Evaluasi Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (Ktr) 
Fakultas Ihnu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Naskah Publikasi. Surakarta: FIK Univresitas Muhammadiyah 
Surakarta. 

Wastuwibowo, K. 2004. Kilas Kekonyolan Rokok. Jurnal Agriculture and 
Food Chemistry 

WHO (World Health Organisation) 2011. WHO Report on the Global 
Tobacco Epidemic, 2011. 

WHO (World Health Organisation), 2012, WHO Global Report: Mortality 
Attributable to Tobacco. 

World Health Organization. 2013. WHO Report on the Global Tobacco 
Epidemic. Geneva: WHO Press 2013. 

Zahrina (2015). Evaluasi Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas 
Indonesia Depok Tahun 2015. Depok: Universitas Indonesia Library 

D. INTERNET 

http://www.haluankepri.com. 5 Juni 2014. 

http://www.liutaskepri.com, 22 Maret 2016 

http://karimuntoday.com, 6 Januari 2015. 

42976.pdf 



PERATURAN BUPATI KARIMUN 

NOMOR 14 TAHUN 2014 

TENTANG 

KAWASAN TANPA ROKOK DAN 
KAWASAN TERBATAS MEROKOK 

. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN 
TAHUN 2014 

42976.pdf 



BUPATI KARIMUN 

PERATURAN BUPATI KARIMUN 

NOMOR , 14 TAHUN 2014 

TENTANG 

KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KARIMUN, 

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 25 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang 
Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, maka Pemerintah 
Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok; 

b. bahwa merokok dapat menyebabkan terganggunya atau 
menurunnya kesehatan masyarakat bagi perokok maupun 
bukan perokok; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan h:uruf b perlu diatur dengan Peraturan 
Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan 
Terbatas Merokok. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor,3886); 

3. Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten 
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi 
dan kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Nomor 3902); yang telah diubah beberapa 
kali terakhir dengap Jlndang - Undang Nomor 34, 
Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, 
Kabupaten , Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, 
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4880); 
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4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4235); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daer.ah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Nega,ra Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana 
telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Nega,ra Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(LembarM Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063); 

8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5072); 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 

10. 

11. 

·Tahun 1999 ttmtang Pengendalian Pencemaran Udara, 
(Lemba,ran Negara Republik Indonesia Nomor 86, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3853); 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang 
Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 36 Tarilbahan Lembaran Nega,ra 
Republik Indonesia Nomor 4276 ); 

Peraturan Pemerintah Republik: Indonesia Nomor 109 
Tahun 2012 Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat 
Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 278, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5380); 

/ 
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MEMUTUSI<AN : 

Menetapkan PER,ATt,JRAN BUPATI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK 
DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasall 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dima,ksud dengan : 

1. 
2. 
3. 
4. 

Daera.h adalah Kabupaten Karimun. 
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun. 
Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Karimun. 
Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial, dan 
budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara 
sosial dan ekonomi. 

5. Rokok adalah hasil olahap. tembakau yang dihasilkan dari tanaman 
nicotiana tabacum, nicotiana rustia, dan spesies lainnya atau sintetisnya 
yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahap. tembakau. 

6. Merokok adalah kegiatan membakar dan/ atau menghisap rokok. 
7. Perokok aktif adalah setiap orang secara langsung menghisap asap dari 

rokoknya yang sedang diba,kar. 
8. Perol~olc pasi.f adala:h setiap orap.g yang secara tidak langsung atau 

terpaksa menghisap rokok dari asap perokok a,ktif. 
9. Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan 

dilarap.g rmtuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, 
dan/ atau mempromosikan rokok. 

10. Kawasap. Terbatas Merokok ·a.dalah kawasan yang hanya diperbolehkan 
merokok pada tempat-tempat yang telah ditentukan. 

11. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk 
menyelenggarakan upaya kesehatan. 

12. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimap.faatkap. untuk 
kegiatan belajar dM mengajar dan/ atau pendidikan dan/ atau pelatihap.. 

13. Tempat ibadah adatah tempat yang digunakan untuk kegiatan 
keagamaan. 

14. Angkutan umum adalah alat ap.gkutan bagi masyarakat yang dapat 
ben1pa kendaraM darat dap. air yang dipergunakan oleh umum dengan 
dipungut biaya. 

/ 
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BAB II 

KAWASAN TANPA ROKOK 

Pasal2 

Kawasap. Tanpa Rokok terdiri dari : 

a. sa.rap.a kesehatap.; 
b. tempat proses belajar mengajar; 
c. arena kegiatap. anak; 
d. tempat ibadah; 
e. ap.gkutap. umum. 

Pasal3 

(1) Sarap.a kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 huruf a 
meliputi: 
a. rumah sakit; 
b. puskesmas dan jaringannya; 
c. balai pengobatanjklinik; 
d. klinik kecantikan; 
e. tempat praktek dokter / dokter gigi; 
f. rumah bersalin; 
g. klinik kesehatan; 
h. apotek dan toko obat; 
i. labor'atorium kesehatan; dan/atau 
j. sarana kesehatan lainnya. 

(2} Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
huruf b, meliputi : 
a. Tern pat pendidikan formal yang berbentuk : 

1. Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain 
yang sederajat; 

2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah 
(MTs) atau bentuk lain yang sederajat; 

3. Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) 
atau bentuk lain yang sederajat; 

4. Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, lnstitut atau Universitas; 
5. tempat pendidikan formal'lainnya. 

b. Tempat pendidikan nonformal, yang berbentuk : 
1 .. lembaga kursus; 
2. lembaga pelatihan; / 

3. kelompok belajar; 
4. Taman Kanak-Kanak, atau bentuk lain yang sederajat; 
5. pusat kegiatan belajar masyarakat; dan/atau 
6. tempat pendidikan nonformallainnya. 

.-.. 
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(3) Arena kegiatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, 
meliputi: 
a. kelompok bermajn anak (play group); 
b. tempat penitipan anak; 
c. tempat pengasuhan anak; 
d. arena bermain anak-anak; dan/ atau 
e. arena kegiatan anak lainnya. · 

(4) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, meliputi : 
a,. masjid; 
b. mushola; 
c. gereja; 
d. pura; 
e. wiha,ra; 
f. ldenteng; dan/atau 
g. tempat ibadah lainnya . 

.r--·c. 
~ (5) A,ngkutan mnum sebagaimana dimal•sud dalain Pasal 2 huruf e, 

meliputi: 
a. bus; 
b. mikrolet; 
c. taxi; 
d. angkutan laut; dan/ atau; 
e. angkutan umum 1ainnya. 

pasal4 

Setiap orang yang berada dalam Kawasan Tanpa Rokok dilarang melakukan 
l{egiatan: 

a. merokok; 
b. menjual rokok; 
c. menyelenggarakan iklan rokok; 
d. mempromosikan rokok. 

BAB III 

KAWASAN TERBATAS MEROKOK 

· PasalS 

Kawasan Terbatas Merokok terdiri dari : 
/ 

a. tempat umum; 
b. tempat keija. 
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Pasal6 

(1) Tempat umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasa). 5 huruf a, 
meliputi: 

a. hotel; 
b. restoran; 
c. rumaP. makan; 
d. jasa boga; 
e. terminal; 
f. pelabuhan; 
g. pusat perbelanjaan; 
h. mini market; 
i. supermarket; 
j. pertokoan; 
k. sarana olah raga; 
1. tempat umum lainnya. 

(2) Tempat kezja sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, 
meliputi: 

a. tempat kezja pada instansi pemerintah dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten K!U"imun; 

b. tempat kezja swasta. 

BABIV 

KEWAJIBAN PIMPINAN ATAU PENANGGUNG JAWAB 
KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK 

Bagian Kesatu 
Kawasari Tanpa Rokok 

Paragraf 1 
Sarana Kesehatan 

Pasal 7 

(1) Setiap pimpinan atau penanggungjawab sarana kesehatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib melarang tiap pasien, 
pengunjung, tenaga kesehatan, ~enaga non medis atau setiap orang yang 
berada di area sarana kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya, 
untuk tidak mela,kukan kegiatan sebagab:nana dimaksud dalam Pasal 4. 

(2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab sarana kesehatan sebagaimana 
dimak:sud dalam Pasal3 ayat (1), wajib memberikan teguran, peringatan 
dan/ atau mengambil tindakan kepada setiap pasien, pengunjung, 
tenaga kesehatan, tenaga non medis atau setiap orang yang berada di 
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area sarana kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya, apabila 
terbukti melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal4. 

(3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinanjpenanggung jawab 
sarana kesehata,n sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), 
antara lain : 

a. mengingatkan dan meminta keluar setiap pengunjung atau setiap 
orang yang berada di area sarana kesehatan yang menjadi 
tanggung jawabnya. 

b. memberikan sanksi administrasi kepada tenaga kesehatan dan 
tenaga non medis · sesu~ dengan kebijakan dan/ atau peraturan 
yang berlaku pada sarana kesehatan dimaksud. 

(4) Setiap pimpinan atau penanggung . jawab sarana kesehatan, 
sebagaimana dimaksud dalSJil Pasal 3 ayat (1) wajib membuat, dan 
memasang tanda/petunjukfperingatan larangan merokok. 

Paragraf2 
Tempat proses belajar mengajar 

Pasal8 

(1) Setiap pimpinan atau penanggungjawab tempat proses belajar mengajar 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib melarang setiap 
peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, atau setiap orang yang 

. berada di area tempat proses belajar mengajar yang menjadi tanggung 
jawabnya, untuk tidalc melakukan kegiatan sebagaimana yang 
dimaksud dala.m Pasal 4. 

(2) Setiap pimpinan atau penangzurig jawab tempat proses belajar 
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib memberikan 
teguran, peringatan dan/ atau mengambil tindakan kepada setiap 
peserta didik, pendidik, tenaga kependidilcan atau setiap orang yang 
berada di area tempat proses belajar merigajar yang menjadi tanggung 
jawabnya apabila terbukti melakukan kegiatan sebagaimana yang 
dimaksud.dalam Pasal4. 

(3) Tindakan yang ·dapat dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab 
tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
antara lain : 

a. mengingatkan dan meminta seti~p orang yang berada di area 
tern pat proses belajar mengajar yang nienjadi ta.nggung jawabnya; 

b. memberikan sanksi administrasi kepada setiap peserta didik, 
pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebijakan 
danfatau peraturan, yang berlalru pada tempat proses belajar 
mengajar dimaksud. 
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(4) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat proses belajar 
sebagaimana dima,kst)d dalam Pasal 3 ayat (2) wajib membuat dan 
memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok. 

Paragraf3 
Arena Kegiatan Ana,k 

Pasal9 

(1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab arena kegiatan anak, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) wajib melarang setiap 
orang ya,ng berada diarea kegiatan anak . yang menjadi tanggung 
jawabnya untuk tidal{ melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasa1 4. 

(2) Setiap. pimpina,n atau penanggung jawab arena kegiatan anak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) wajib memberikan 
teguran, peringata,n dan/ atau mengambil tindakan l1=epada setiap orang 
yang berada di area kegiatan ana$ yang menjadi tanggung jawabnya 
apabila terbukti melakukan tindakan sebagaima,na di~a,ksud dalam 
Pasa14. 

(3) Setiap orang 
berkumpulnya 
ayat (3). 

dilarang merokok ditempat bermain dan/atau 
anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

(4) Setiap orang, lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan, 
mengiklankan, dan atau menjual rokok, ditempat bermain dan/ atau 
berlrumpulnya anak-a,nak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (3). 

(5) Tinda,kan yang dapat dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab arena 
kegiatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 
mengingatka.n da.n meminta keluar setiap orang yang berada di area 
kegiatan anak ya,ng menjadi tanggung jawabnya. 

Paiagraf4 
Tempat ibadah 

PasallO 

(1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat ibadah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) wajib melarang jemaah atau setiap 
orang yang berada ditempat ibadah yang menjadi tanggung .jawabnya 
untuk tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. 
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(2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat ibadah sebag~imana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) wajib memberikan teguran, peringatan 
dan/atat1 mengambil tindakan kepada jemaah atau setiap orang yang 
ada ditempat ibadah ya.ng menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti 
mela).rukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. 

(3) Tindakan yang dapat. diambil oleh penanggung jawab atau pimpinan 
tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 
mengingatkan dan meminta keluar jemaah atau setiap orang yang 
berada ditempat ibadah yang menjadi tanggungjawahnya. 

(4) Setiap pi.Inpinan atau penanggung jawab tempat ibadah sebagaimana 
yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) wajib membuat dan atau 
memasa.ng tanda/ petunjuk peringatan larangan merokok. 

Paragraf5 
Anglrutan Umum 

Pasalll 

(1) Setiap pengemudi angkutan uxnum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3 ayat (5) dilarang merokok selama bertugas. 

(2) Setiap pengemudi anglrutan umum sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (5) wajib melarang penumpang atau setiap orang yang 
berada didalam kendaraannya untuk tidak melakukan kegiatan 
sebagaimana dimaksuci dalam Pasal4. 

{3) Setiap penumpang wajib menegur pengemudi anglrutan umum dan atau 
penumpang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal4. 

(4) Setiap pengemudi angkutan umum sebagaimana dimalcsud dalam 
Pasal 3 ayat (5) wajib memberikan teguran kepada penumpang atau 
setiap orang yang berada dalam kendaraannya apabila mela}u1kan 
tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasa14. 

(5) Setiap pengemudi angkutan umum sebagaimana dimalcsud dalam 
pasal 3 ayat (5) wajib memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan 
merokok di dalam anglrutan .umum. 

9 
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Kawasan Terbatas Merokok 

Paragraf 1 
Tempat umum 

Pasall2 

(1) Setiap pimpina,n da,n/ atau penanggung jawab tern pat umum 
sebaga,imana dimaksud dal~ pasal 6 ayat (1) wajib melarang setiap 
pengunjung, karyawan atau setiap ora,ng yang berada di tempat umum 
yang menjadi tanggung jawabnya untuk tidak merokok kecuali ditempat 
khusus ya,ng disediaka,n. · 

(2) Setiap pimpina,n atau pena,nggung jawab tempat umum sebagaimana 
dimaksud dal~ pasa~ 6 ayat (1) wajib memberikan tegura,n, peringatan 
dan/ a tau mengambil tindakan kepada setiap pengunjung, karyawan 
atau setiap orang yang berada ditempat umum yang menjadi tanggung 
jawabnya apabila mela,nggar larangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1). 

(3) Setiap pimpinan atat~ pena,nggung jawab tempat umum sebagaimana 
dimaksud dal~ pasa1 6 ayat (1) wajib menyediaka,n tempat khusus 
untuk merokok. 

(4) Tindal(an yang dapat dilakukan oleh pimpinanjpenanggung jawab 
tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) an tara lain: 

a. mempersilftilkan setiap pengunjung atau setiap orang ya,ng berada 
ditempat umum yang menjadi tanggung jawabnya untuk merokok 
ditempat khusus yang telah disediakan; · 

.b. memerintahkan kepa,da setiap karyawan yang berada ditempat 
umum yang menjadi tanggung jawabnya untuk merokok ditempat 
khusus yang tela.h disediakan; 

c. memberikan sanksi administrasi kepada karyawan sesuai dengan 
kebijal= da,n/ atau peratura,n yang berlalru pada tern pat umum 
yang dimaks1,1d. 

(5) Setiap pimpinan atau pena,nggung jawab tempat 1,1mum sebagaimana 
dimaksud dalam pasa,l 6 ayat (1) wajib membuat dan memasang 
tandafpetunjuk/peringatan larangan merokok dan tandafpetunjuk 
ruangan boleh merokok. 

/ 
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Paragraf2 
Tern pat kelja 

Pasal13 

(1) Setiap pimpinan dan/ atau penanggung jawab tempat kelja sebagaimana 
dimaksud dalSJ!l pasal 6 ayat (2) wajib melarang setiap staf, karyawan 
dan/ a tau pegawainya a tau setiap orang yang berada ditempat kelja yang 
menjadi tanggung jawabnya untuk tidak merokok kecuali ditempat 
khusus yang disediakan. 

(2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tern pat kelja sebagaimana yang 
dimaksud dalam pasal 6 ayat (!2) wajib memberikan teguran, peringatan 
dan/ atau mengSJ!lbil tindakan kepada setiap staf, kazyawan dan/ atau 
pegawainya atau setiap orang yang berada ditempat kelja yang menjadi 
tanggung· jawabnya apabila melanggar larangan sebagaima,na dimaksud 
pada ayat (1). 

(3) Setiap pim:pinan atau penanggung jawab tempat kelja sebagaimana 
dimaksud dala.m pasa.l 6 ayat (2) wajib menyediakan tempat khusus 
untuk merokok. 

(4) Tindaka.n yang dapat dilal~.ukan oleh pimpinan atau penanggung jawab 
tempat kelja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) antara lain; 

a. mempersilahkan setiap orang yang berada di tempat kelja yang 
menjadi tanggung jawabnya untuk merokok ditempat yang 
disediakan; 

b. memerintahkan setiap staf, karyawan dan/atau pegawainya untuk 
merokok di tern pat klJ.Usus yang telah disediakan; 

c. memberikan sanksi administrasi kepada setiap staf, kazyawan 
dan/ atau pegawainya sesuai dengan kebijakan dan/ atau 
peraturan yang berlaku pada tempat yang dimaksud. 

(5) Setiap pimpinan atau penanggungjawab tempat kelja sebagaimana yang 
dima,ksud dalam pasal 6 ayat (2) wajib membuat dan/ atau memasang 
tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok dan tandafpetunjuk 
ruangan boleh merokok. 

BAJ3V 
STANDAR TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK 

Pasal14 

(lfRuangan tempat khusus untuk meroko~ sebagaimana dima.ksud dalam 
Pasa.l 12 ayat (3) da.n Pasal 13 ayat (3) harus memenuhi ketentuan 
sebagai berikut; 

a. berupa ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung 
dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik; 

11 

42976.pdf 



, 
\....I 

U. Lta}J~~t:lU Ui:U.~ ~?CUllU~J u;~U,lJt:li..Jl U.i:lUf:; \.U.WUi;:t. Ui:ll~J i;:t.Li:1.U .l"Utl.lll:; JWll 

yang digunakan untuk beraktifitas; 
c. jauh dari pintt.J masuk dan/ atau pintu keluar; 
d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang; 
e. memiliki sistem sirkulasi udara yang baik dan/ atau tidak 

tertutup; 
f. memiliki atap danjatau tanpa asap; 
g. dilengkapi dengan asbak atau tempat pembuangan abu dan 

p\Ultung ro~ok; 
h. dilengkapi derigan data dan informasi bahaya merokok bagi 

kesehatan; 
i. diberi tanda/ simbol tern pat merokok. 

(2) Tempat khtisus merokok terlarang bagi: 
a. ibu hamil; 
b. anak-anak di bawah usia 18 tahun; 
c. anak-anak yang mengguna,kan seragam sekolah. 

BABVI 

TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN LARANGAN MEROKOK DAN 
TANDA/PETUNJUK RUANGAN BOLEH MEROKOK SERTA TATA CARA 

PEMASANGANNYA 

Pasal15 

(1) Tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok harus memenuhi 
ketentuan sebagai berikut ; 

a. Ukuran : lebih dari atau sama dengan 20 x 30 em. 
b. Wa.rna : mencolok, sehingga mudah dilihat. 
c. Materi 

1. Terdapat tulisan " DILAR.ANG MEROKOK " 
2. Terdapat gambar/simbol rokok menyala dicoret dalam 

lingkaran berwarna merah. 

(2) Tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok harus dipasang pada 
tern pat strategis dan mudah dilihat orang, yang jumlahnya disesuaikan 
dengan luas ruangan .. 

(3) Contoh tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok adalah 
sebagaimana tercantum dalam lampiran 1. 

-Pasal 16 
(l) Tandafpett.Jnjuk rua.ngan yang boleh merokok harus memenuhi 

ketentuan sebagai berlkut. , 
a. Ukuran : lebih dari atau sama dengari 20 x 30 em. 
b. Warna : Mencolok sehingga mudah dilihat. 
c. Materi 

1. Terdapat tulisan " RUANGAN MEROKOK " atau "SMOKING 
AREA", 
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2. Terdapat gambar/simbol rokok menyala dalam lingkaran 
berwarna bint. 

(2) Tapda/ atau petunjuk ruangap boleh merokok harus dipasang pada 
tempat yang strategis dan mudah dilihat orang, yang jumlahnya 
disesuaikan "dengan luas ruangan. 

(3) Contoh tandafpetunjuk/peringatim larangan merokok adalah 
sebaga.imana tercantum d~ lampiran II peraturan bupati ini. 

BAB VII 

PERAN SERTA MASYARAI<A.T 

Pasal17 
~ (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa 

Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok. 

(2) Perap serta masyara.kat dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan 
Kawasap Terbatas Merokol~ dapat dilakukan dalam bentuk: 

a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan 
dengap penentuap kebijakan yang terkait dengan Kawasan Tanpa 
Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok; 

b. melalrukan pengadaap dap pemberian bantuan sarana dan 
prasarana yang diperlukap untuk mewujudkan Kawasan Tanpa 
Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok; 

c. ilrut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta 
penyebarluasan informasi kepada masyarak:at; 

d. mengingatkan setiap orang yapg melakukan kegiatan 
( sebagaima.pa dima.ksud dalam Pasal 4 atau melaporkannya 

kepada pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Terbatas 
Merokok; 

e. mengingatkan perokok yang merokok diluar tern pat J4lusus untuk 
merokok pada Kawasan Terbatas Merokok atau melaporkannya 
kepada pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Terbatas 
Merokok. 

(3) Pemberian sumbangan pilprap atau pertimbangan berkenaan kebijakan 
yang terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas 
Merokok sebagaimana dim~sud dalam ayat (2) huruf a dapat . 
melakukan langsung kepadajmelalui SKPD terkait, atau secara tidak 
.langsung dalam bentuk penyelenggaraan diskusi, seminar dan kegiatap 

' sejenis dap/ atau melalui media komunikasi (ceta.k, elektronik, dan lain 
sebagainya). 

(4) Bantuan masyarakat melalui sarana dan prasarana yang diperlukan 
untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok atau Kawasan Terbatas 
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secara Iangsung kepada pimpinan da.njatau penanggung jawab 
Kawasan Tanpa Rokok atau Kawasa.n Terbatas Merokok, sesuai 
peratura.n perundang-undangan yang berlaku. 

(5) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kawasan Ta.npa Rokok dan 
Kawasan Terbatas Merokok sebagaimana dimal~sud pada ayat (2) dapat 
dila1rukan seca.ra berl~elompok/institusional/badan hukum/badan 
usaha/lembagajorganisasi maupun individujperora.ngan. 

BAB VIII 

PEMBINA;\N DAN PENGAWASAN 

Pasal 18 

(1) Dalam ra.ngka mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan 
Terbatas Merokok didaera,h kepala satuan kerja perangkat daerah 
dilingkunga.n Kabupaten Karimun berwenang melakukan pembinaan 
dan pengawasan. 

(2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 
bimbingan dan penyuluhan kepada · masyarakat dan pimpinan atau 
penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok atau Kawasan Terbatas 
Merokok. 

(3} Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dapat berupa 
pemantauan atas ketaata.n terhadap ketentuan yang berlaku pada 
Kawasa.n Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok. 

(4) Kepa!a satuan kerja peranglcat daerah sebagaimana yang dimaksud 
pada ayat (1) antara lain: 
a. kepala Dinas Kesehatan, melakukan pembinaan dan pengawasan 

terhadap sarana kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 
3 ayat (1); 

b. kepala Dinas Pendidikan, melakukan pembinaa.n dan pengawasan 
terhadap tempat proses belajar mengajar dan arena kegiatan anak 
sebagaimana dimal~sud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3); 

c. kepala Dinas Sosial bekerjasama dengan Kementrian Agama 
Kabupaten, melakukan p"embinaan dan. pengawasan terhadap tempat 
ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4); 

d. kepala Dinas Perhubungan, melakuka.n pembinaan dan pengawasan 
terhadap angl~t<l.n "\.}mum sebagaimllna · dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (5) dan tempat umum berupa terminal, pelabuhan; 

e. kepala Dinas Perdaga,nga.n dan Perindustrian melakukan pembinaan 
dan pengawasan terhadap tempat umu;m berupa pusat perbelanjaan , 
mini market, supermarket dan pertokoan; 
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f. kepala Dinas Tenaga Keija melalrukan pembinaan dan pengawasan 
ditempat kerja; 

g. kepala Dinas Panwisata, Seni dan Budaya melalrukan pembinaan 
dan pengawasan terhadap tempat umum berupa hotel, restoran, 
rumah makan, jasa boga, bioskop dan kolam renang; 

h. kepala Kantor Pemuda dan Olah Raga mela1rukan pembinaan dan 
pengawasan terhadap tempat umum berupa sarana olah raga; 

i. kepala Satuan Polisi Pamong -Praja, melalrukan pembinaan dan 
pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas 
Merokoll: sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 dan Pasal 6. 

(5) Kepa).a Satuan Keija Penp.gkat Daerahfunit keija. linglrungan 
pemerintah daerah dapat bekeijasama dengan instansi vertikal 
melal~kan pembinaan dan pengawasan dimasing- masing tempat keija 
yang menjadi tanggungjawabnya. 

(6) Dalam mela).ml~an pembinaan dan pengawasan, Kepala Satuan Keija 
Perangkat D_aerah melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi. 

Pasall9 

Pembinaan da_n pengawasan untuk meW1Jjudl~an Kawasan Tanpa Rokok 
dan Kawasan Terbatas Merokok, dilaksanal5:an secara persuasif. 

Pasal '20 

(1) Dalam rangka mendukung pelalcsanaan pengawasan terhadap Kawasan 
Tanpa Rokok, dan Kawasan Terbatas Merokok yang dilalmkan oleh 
kepala satuan lceija perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 18 ayat (4), Bupati dapat membentuk tim pemantau Kawasan 
Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok. 

(2) Tim pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok 
mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana keija pelak.sanaan dan pengawasan terhadap 
kawasan tanpa merokok dan Kawasan Terbatas Merolcolc; 

b. melak.sanakan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok dan 
Kawasan Terbatas Merokok; 

c. melaporkan pelal~sanaan tugas tim kepada Bupati. 

(3) Dalam melaksanalcan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim 
pemantav dapat dibantu oleh j:,itn pemantau pembantu yang dibentuk 
pada setiap Kawasan Ta.npa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok. 

/ 

(4) Pembentukan tim pemantau pembantu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dilakukan oleh masing-masing pimpinan/penanggung jawab 
Kawasan Tanpa Rokok dail Kawasan Terbatas Merokok, lalu dilaporkan 
pada kepada ketua tim pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan 
Terbatas Merokok. 
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(5) Tim pemantau pembantu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) 
wajib menyampaika,n laporan hasil pemantauannya setiap 1 (satu) bulan 
atau sewa,ktu-wa.ktu sesuai kebutuhan kepada ketua tim pemantau 
Kawasa,n Ta,npa Rokok da,n Kawasan Terbatas Merokok atau pejabat . 
terkait. 

(6) Format laporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dan ayat (5) sebagaimana tercantum dalam lampiran III. 

BABIX 

SANKS! ADMINISTRASI 

Pasal21 
( •. 
"-./ (1) Pimpina,n atau penanggung jawab sarana kesehatan, tempat proses 

belajar mengajar, area kegiatan anak, tempat ibadah, angkutan umum, 
yang melanggar ketentuan terseb1,.1t, dapat dikenakan sanksi berupa; 
a. pemberian teguran lisan; 
b. pemberian teguran tertulis. 

(2) Teguran lisan sebagaima,na. dimal{sud ayat (1) huruf a. dilakukan 1 
(satu) l~Sli da,n tegura,n tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
hul"\lf b dilakukan seba..ny~ 3 (tiga) kali. 

(3) Tata cara pemberian sanl~si administrasi di Kawasan Tanpa Rokok: 
pimpinan atau penanggung jawab sarana kesehatan, tempat proses 
belajar mengajar, area kegiatan anak, tempat ibadah, angkutan umum, 
yang melanggar ketentuan daerah Kabupaten Karimun tentang Kawasan 
Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok, diberi peringatan tertulis 
oleh Bupati dan/ a tau kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. 

(4) Sanksi sebagaimana yang dimaksud diberikan oleh Bupati atau pejabat 
yang berwenang. 

Pasal22 

(l)Teguran tertulis pertama mc;muat antarli lain: 
a. kesalahan yang bersa,ngkutan disertai dasar hukum yang jelas; 
b. kewajiban ya;ng ha.rus dilaksanakan. 

' (2) Teguran tertulis kedua memuat antara lain 
a. mengingatkan teguran pertama; 
b. panggilan kepada yang bersangkutan agar menghadap kepada 

SKPD yang ditunjuk oleh Bupati. 
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Pi 1eguran tertulis ketiga 
a. mengingatkan teguran pertama, dan kedua; 
b. kewajiban dan konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh yang 

bersangkutan apabila tidak mengindahkan teguran pertama, 
kedua dan ketiga akan dilakukan pembinaan. 

BABX 
KETENTUAN PENUTUP 

- PasaJ 23 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetaJminya,. memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah 
Kabupateri Karimun. 

2014 

Oiundangkan di Tanjung Ba.Iai Karimun 

pada tanggal 8 April 

BER!TA DAERAH KABUPATEN K/I.R!MUN TAHUN 2014 NOMOR 15 
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LAMPIRAN I: 
PERATURAN BUPATI KARIMUN 
NOMOR 14 TAHUN 2014 
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DAN 
KAWASAN TERBATAS MEROKOK 

TANDA/PETYNJUK/PERINGATAN LARANGAN MEROKOK 

DILA.RA,N'G MEROICOK 

[NO SMOKING] 

DASAR: PERATURAN BUPATI I<ARIMUN NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG 
KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS · MEROKQK. 

RDIN BASIRUN 

/ 
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LAMPIRAN II : 
PE~A'I:URAN BUPATI KARIMUN 
NOMQR 14 TAHUN 2014 
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DAN 
I<A.WASAN TERBATAS MEROKOK 

TANDA/PETUNJUK RYANGAN BOLER MEROKOK 

· RUANG MEROKOK 

[SMOKlNG AREA] 

! 
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LAMPIRAN III : 
PERATURAN BUPATI KARIMUN 
NOMOR 14 TAHUN 2014 

- TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DAN 
KA.WASAN TERBATAS MEROKOK 

- i 

~A;pO~.Arf TIM PEMANTAU 

KAWASAN TANPA ROKOI{ DAN l{AWASAN TERBATAS MEROKOK 
-· 

:<:epada : Yth, Bupati Karimun 

No Nama Jumlah J en is pelanggarap. Tindaka.n ya.ng diambil Keterangan 
- \{awasa.n Jumlah tempat (sesu~ dengan Perbup (sesu~ Perbup ~·. 

~ ·Tanpa Pe!a,nggar kejadian Nomor TaP.un 2014) Nomor Tallun 2014) 
Rokok perkara 
Oan 

Kawasa.n 
Terbatas KTR KTM a b c d e a b c d e Merokok 

.. 

( 

-

-

-

~~ 
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LAPOR/I.N TIM PEMANTAU PEMBANTU 

:Cepada : Yth, Ketua Tim Pemantau Kawasan Merokok Dan Kawasan Terbatas Merokok 
I 

N Nama Nama tempat Jenis Wa,ktu Tindakan Identitas 
0 Pel~ggar Pelangga,r pel;1ngga,ran pelanggaran Pelangga:ran yang diambil 

KTM/KTR IITP/SIM/ 
identitas -lajn 

KTR KTM 

-

rQ 
.. 
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lndikator 

Implementasi 

Efeh:tivitas 

Efisiensi 

Kecukupan 

Perataan 

Resposivitas 

Ketepatan 

JURUSAN MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK 
PROGRAM PASCA SARJANA 
UPBJJ BAT AM 
UNIVERSITAS TERBUKA 

LAMPIRAN II 

PEDOMAN WAWANCARA 

! Pertanyaan 

!1. Sebagai langkah awal penerapan kawasan tanpa rokok apakah telah 
I 
I dilakukan sosialisasi? 
I 
! 2. Apa saja bentuk sosialisasi yang telah dilakukan? 

13. Apakah penerapan kebijakan tanpa rokok telah dilakukan 
I 

I monitoring? 

! 4. Berapa kali pelaksanaan monitoring yang telah dilakukan? 
I - Apa saja sauksi yang diterapkan bagi yang melanggar I'· peraturan 
' t tersebnt? 

I Dalam kawasan tanpa rokok apakah dibentuk tim 1 6. penerapan 
i 

i pengawas KTR? 
I 
I 7. Apa saja sarana dan prasana yang disediakan untuk menw1jang 

! pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok? 
i 

Is. Sejaub mana keberhasilan penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok 

i di Pelabuhan Tanjw1g Balai Karimun? 
! 

I 9. Manfaat apa saja yang diperoleh dari penerapan kebijakan Kawasan 

I Tanpa Rokok? 
I 
• I !O.Bagaimana rasio antara manfaat yang diperoleh dengan usaha yang 

i Ielah dilakukan? 
~·- --· .. 
1 II. Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan dalam penerapan 
I 

i kebijakan kawasan tanpa rokok? 

ji2.Apakah upaya dan manfaat penerapan kebijakan kawasan tanpa 

1 rokok dapat dirasakan oleh seluruh jajaran pelabuhan? 
• 

IB.Apakah hasil kebijakan memuaskan semua pihak? 

i 14.Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan dari penerapan kebijakan 
. i 

kawasan tanpa rokok benar-benar berguna atau bernilai? l 

.I 
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No 

1 

2 

3 

4 

--- ----------

JURUSAN MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK 
PROGRAM PASCA SARJANA 
UPBJJBATAM 
UNIVERSITAS TERBUKA 

LAMPIRAN III 

PEDOMAN OBSERVASI 

lndikator Keterangan 

Ditemukan orang merokok di Pelabuhan selama waktu 

observasi penelitian (1 minggu) dan bagaimana 

penindakannya 

Ditemukan ruang khusus merokok di Pelabuhan 

Ditemukan tanda dilarang merokok di kawasan tanpa rokok 

dan sesuai dengan petmti uk pemasangan tanda 

Ditemukan tanda dilarang merokok di kawasan terbatas 

merokok dan sesuai dengan petunjuk pemasangan tanda 

-------
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i JURUSAN MAGISTER ADMINISTR-\SI PUBLIK == i PROGRAM PASCA SARJANA 
~=' I UPBJJBATAM 
~ UNIVERSITAS TERBUKA 

LAMPIRANIV 

CATATAN LAPANGAN 
HASIL W A W ANCARA 

Tanggal wawancara: 6 Oktober 20~6 

Narasrnnber 

Jabatan 

Umur 

: Dr. Maysara SR.Hanif,MARS 

: Kepala Seksi P2lv!L,Surveilansi, dan Imunisasi Dinas 

Kesehatan Kabupaten Karimun 

: 37 Taltun 

J en is Kelamin : Wanita 

Pendidikan terakhir : Strata 2 

Tempat wawancara : Ruang Keija 

Berikut hasil wawancara dengan Dr. Maysara SR.Hanif,MARS yang menjabat 

sebagai Kepala Bagian Sumber Daya Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun. 

Peneliti : Selamat Siang lbu 

Peneliti 

Peneliti 

: Mohon maaf ibu. Saya bermaksud mengadakan wawancara 

berkaitan dengan penelitian saya sebagai bahan tesis dengan lema 

evaluasi penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR) di 

Pelabuhan Tanjung Balai Karimllll Provinsi Kepulauan Riau. 

: Berdasarkan Undang-undang No. 36 tentang Kesehatan disebutkan 

bahwa salah san1 tujnan memnnbuhkan lingknngan yang sehat 

adalah dengan menerapkan kawasan tanpa rokok. Apa Jatar 

belakang dan tujuan penerapan KTR di Kabupaten Karimun? 

Narasumber : Baik. Jadi sebenamya di Kabupaten Karimun tennasuk sudah 

terlambat dalam penerapan kawasan lanpa rokok dikarenakan 

daerah-daerah lain sudah terlebih dahulu menerapkan kawasan 

tanpa rokok, sudah menerapkan peraturan bupati bahkan sudah 

masuk peraturan daerah, karena ini adalah himbauan dari 

kementerian kesehatan secara resmi dengan dasar Undang-undang 

/ 
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Peneliti : Apakah Dinas Keseha~an Kabupaten Karimun melalakukan 

pengawasan terkait pelaksanaan KTR di seluruh wilayah 

Kabupaten karimun? 

Narasumber : Pengawasan sudah dilakukan tapi belum secara menyelunth akibat 

Peneliti 

kurangnya anggaran dari Pemerintah 

: Terkait dengan kawasan tanpa rokok yang berdasarkan Perbup No 

14 dilarang untuk kegiatan merokok, menjual memproduksi dan 

sebagainya namun masih ditemukan kegiatan merokok pada 

wilayal1 tersebut apa yang dilakukan pihak Dinas Kesehatan 

Kabupaten Karimun? 

Narasumber : Tentu kita kembalikan kepada Perbup .tersebul peraturannya 

Peneliti 

sebagai pelaksana di lapangan dan pengawasan adalah masing­

masing SKPD /ermasuk penindakan sehingga kami tidak punya 

wewenang untuk ilu karena belum ada laporan ke pihak kami 

: Khusus lokasi Pelabuhan Tanjung Balai Karimun yang merupakan 

salal1 satu Kawasan Tanpa Rokok, apakah Dinas Kesehatan 

Kabupaten Karimun pemah melakukan monitoring berkaitan 

dengan pelaksanaan KTR? 

Narasumber : Kepengawasan bam kita laksanakan di instansi-instansi 

Peneliti 

pemerintah yang masuk kategori KTR seprti sekalah-sekolah 

negeri, rumah saki/ dan Puskesmas serta SKPD /ainnya belum 

temmuk ke Pelabuhan. 

: Pelaksanaan KTR di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun 

dikarenakan luasnya wilayal1 pelabuhan, bagian mana saja 

sebenamya tempat yang memang tidak diperbolehkan untuk 

merokok sama sekali dan bagaimanakah alasannya secara 

Peraturan? 

Narasumber : Pelabuhan itu secat·a umum masuk Kawasan Terbatas Merokok 

Peneliti 

karena masuk kategori /em pal Jasilitas umum 

: Untuk pelaksanaan KTR di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun 

khususnya siapa yang bertanggung jawab langstmg dalam hal 
/ 
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Peneliti : Apakah Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun melalakukan 

pengawasan terkait pelaksanaan KTR di selumh wilayah 

Kabupaten karimun? 

Naraswnber : Pengawasan sudah dilakukan tapi be/urn secara rnenyeluroh akibat 

Peneliti 

kurangnya anggaran dari Pernerintah 

: Terkait dengan kawasan tanpa rokok yang berdasarkan Perbup No 

14 dilarang untuk kegiatan merokok, menjual memproduksi dan 

sebagainya namtm masih ditemukan kegiatan merokok pada 

wilayah tersebut apa yang dilakukan pihak Dinas Kesehatan 

Kabupaten Karimun? 

Narasumber : Tentu kita kembalikan kepada Perbup tersebut peraturannya 

Peneliti 

sebagai pelaksana di lapangan dan pengawasan adalah masing­

masing SKPD termasuk penindakan sehingga kami lidak punya 

wewenang untuk ilu karena belum ada /aporan ke pihak kami 

: Khusus lokasi Pelabuhan Tanjung Balai Karimun yang merupakan 

salah satu Kawasan Tanpa Rokok, apakal1 Dinas Kesehatan 

Kabupaten Karimun pemah melakukan monitoring berkaitan 

dengan pelaksanaan KTR? 

Narasrnnber : Kepengawasan baru kita laksanakan di ins/ansi-ins/ansi 

Peneliti 

pemerimah yang rnasuk kategori KTR seprti sekolah-sekolah 

negeri, rumah saki/ dan Puskesmas serta SKPD lainnya be/urn 

temasuk ke Pe/abuhan. 

: Pelaksanaan KTR di Pelabuhan · Tanjung Balai Karimun 

dikarenakan luasnya wilayah pelabuhan, bagian mana saja' 

sebenamya tempat yang memang tidak diperbolehkan untuk 

merokok sama sekali dan bagaimanakah alasannya secara 

Peraturan? 

Narasumber : Pelabuhan itu secara wnum masuk Kawasan Terbatas Merokak 

Peneliti 

karena masuk kategori ternpatjasilitas umum 

: Untuk pelaksanaan KTR di Pelabuhan Tanjtmg Balai Karimun 

khususnya siapa yang bertanggung jawab langsung dalam hal 

/ 
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Peneliti : Berdasarkan Perbup ada beberapa sasaran wilayah Kawasan Tanpa 

Rokok dan Kawasan _ Terbatas merokok, sedangkan untuk 

Pelabuhan ini tentu masuk kategori Kawasan terbatas merokok. Ini 

sebenarnya bagaimana istilah keduanya bagi pelabuhan sendiri? 

Narasumber : Peraturan Bupali Nomor 14 Tahun 2014 menyebutkan adanya 

Peneliti 

kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok, sedangkan 

untuk pe/abuhan Tanjung Balai Karimun masuk da/am kategori 

kawasan terbatas merokok arlinya dikarenakan area umum yang 

sangat /uas ada tempat-tempal terlentu yang disi/u dilarang sama 

sekali untuk merokok dan ada tempat khusus bagi perokok, di 

ruang terlentu saja. 

: Langkah apa saja yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten 

Karimlill untuk mendukung pelaksanaan Perbup tersebut? 

Narasumber : Pemerinlah me/akukan pemberilahuan secara resmi kepada kepala 

pelabuhan agar segera melaksanakan peraluran Bupati karena 

dalam pera/uran bupali tersebut kepala pelabuhan ada/ah 

penanggung jawab pe/aksanaan kawasan tanpa rokok pada 

ins/ansi yang dipimimpinnya dengan merumuskan kebijakan yang 

ada di intsansi tersebut seperti team pe/aksana, team pengawas 

internal dl/. Kemudian tidak /upa wajib memasang tulisan dilarang 

merokok, tu/isan kawasan tanpa rokok dan wajib menyediakan 

nwng khu5us bagi perokok 

Melakukan Sosia/iasi di tiga /empat besar pulau Karimun, Muara 

Tebing dan Balai, Pulau Kundur· meliputi Tanjung Batu. 

Sosialisasi dihadiri berbagai ins/ansi termasuk pelabuhan, serta 

tokoh masyarakal. Pada pertemuan tersebut dibagikan peraturan 

Bupati dan di/aksanakan penandatanganan persetujuan adanya 

peraturan Bupali tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan 

terbatas merokok. 

Kita juga melaksanakan sosia/isasi dengan memasang baliho pada 

/empat-/empal umum, me/alui siaran radio, menghadiri perlemuan 
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Peneliti 

desa dan kecamatan serta memasang spanduk-spanduk di seka/ah, 

masjid dan pe/abuhan. 

: Untuk rnenjamin pe1aksanaan Peraturan Bupati Karirnun Nomor 14 

Tahun 2014 tentunya hams dilaksanakan proses pengawasan dan 

pengendalian. Siapa yang rnernpunyai wewenang da1am 

pengawasan dan pengenda1ian perbup ini? 

Narasumber : Pengawasan terhadap pelaksanaan Perbup KTR dibagi menjadi 

Pene1iti 

pengawasan umum dan pengawasan internal. Pengawasan umum 

dilaksanakan o/eh SKPD yang mempunyai tugas pokak dan fimgsi 

sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa 

rokok. Untuk Pe/abuhan pengawasan umum dilaksanakan oleh 

SKPD di bidang perhubungan. 

: Apakah pe1aksanaan perbup No.14 ini sudal1 benar-benar 

diterapkan di se1uruh wi1ayah Kabupaten Karirnun? 

Narasurnber : Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 20/4 adalah sebagai usaha 

untuk mengalur dimana ~ua/au kawasan karena pertimbangan 

tertentu tidak bo/eh merokok dan terbatas untuk merokok seperti 

seko/ah, rumah sakit dan fasi/itas umum sehingga pelaksanaan di 

lapangan ja/an a tau tidaknya tergantung dari kepala ins/ansi at au 

penanggung jawab sua/u lembaga atau penyelenggara. Sebagai 

contoh di Rumah Sakit Umum Daerah Karimun sudah 

di/aksanakan dengan penanggung jawab direktur Rumah Sakit, 

disana sudah ada tulisan larangan merokok di semua tempat, 

tulisan kawasan tanpa rokok dnn orang ym1g merokok di kawasan 

tersebut ditindak bempa teguran secara /isml o/eh pihak 

keamanan. 

Hampir seluruh sekalah di Kabupaten Karimun menerapkan ini, 

sudah ada terpasang tu/isan di/arang merokok, kawasan tanpa 

rokok, tersedia juga mang khusus merokok bagi gum yang 

memang perokak berat 
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Peneliti 

Nomor 36 Talrun 2009 yang menyebutkan /ingkungan yang sehat 

dapal terwujud an tara. lain dengan menerapkan kawasan tanpa 

rokok (KTR). Awalnya kami mengadakan studi banding ke daerah 

yang sudah menerapkan kawasan tanpa rokak dan berhasil. 

Konsep ini sudah lama dibuat dengan adanya studi banding dan 

melihat untuk segera dirumuskan maka dinas kesehatan 

men1muskan peraturan bupati tentang kawasan tanpa rokok dan 

kawasan terbatas merokak Karimun sendiri men1pakan Kabupaten 

dengan angka tertinggi perokok · di Kepulauan Riau sehingga 

tujuannya menurunkan angka perokok disamping tujuan yang lain 

menciptakan kualitas udara yang sehat dan sebagai implementasi 

Undang-undang Kesehatan. 

: Khusus untuk wilayah Kabupaten Karirnun yang sudah 

menerapkan kawasan Tanpa Rokok (KTR) melalui Peraturan 

Bupati Karimun Nomor 14 Tahun 2014, bagaimana keterlibatan 

Dinas Kesehatan dalam Perumusan Rancangan Perbup tersebut? 

Narasmnber : Awalnya kami mengadakan studi banding ke daerah yang sudah 

Peneliti 

menerapkan kawasan tanpa rokok dan bqhasil. Konsep ini sudah 

lama dibuat dengan adanya studi banding dan me/ihat untuk 

segera dirumuskan maka dinas kesehatan menmwskan peraturan 

bupati tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas 

merokok 

: Bgaimana proses penetapan Kebijakan m1 sehingga menjadi 

Peraturan Bupati? 

Narasumber : Peraturan Bupati Karimun Nomor 14 Tahun 2014 dimvali dengan 

perumusan alas usulan kami selaku Dinas Kesehatan bersama 

dengan SKPD terkait sehingga dilaksankan rapat koordinasi, 

pemaparan hasil kunjungan studi banding dan pemaparan draft 

nmmsan kebijakan publik yang selanjutnya diusulkan untuk 

qitetapkan o/eh Bupati sebagai peraturan Bupali dan disyahkan 

menjadi Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 serta 

diber/akukan mulai penetapannya yaitu pada tahun 2014 tersebut. 
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JURUSAN MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK 
PROGRAM PASCA SARJANA 
UPBJJBATAM 
UNIVERSITAS TERBUKA 

LAMPIRANV 

CATATANLAPANGAN 
HASIL W A W ANCARA 

Tanggal wawancara: 3 Oktober 2016 
Narasumber : Riri Oktaviani 

Pekeijaan 

Umur 

. Jenis Kelamin 

: Pegawai Negeri Sipil 

:28 Tahtm 

: Wanita 

Pendidikan terakhir : Strata 2 

Tempat wawancara : Ruang tunggu Pelabuhan Domestik 

Berikut basil wawancara dengan Ibu Riri, Pengunjung Pelabuhan 
Peneliti : Selamat Siang Ibu 
Peneliti : Mohon maaf bu. Saya bennaksud mengadakan wawancara 

berkaitan dengan penerapan kawasan tanpa rokok (KTR) di 
Pelabuhan Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau. 

Peneliti : Apakah ibu mengetahui kalau lokasi Pelabuhan ini adalah kawasan 
tanpa rakok dan kawasan terbatas merokok? 

Naraswnber : Tidak mengetahui ka/au kawasan lersebul ada/ah kawasan tidak 
bo/eh merokok karena saya lihal sehari-hari masih banyak perokok 

Peneliti : Apakah ibu mengetahui adanya peraturan Bupati Nomor 14 tahun 
2014 yang mengatur kawasan tanpa rokok dan salah satunya adalah 
pelabuhan? 

Naraswnber : Saya tidak lahu 
Peneliti : Apakah ibu pernah melihat ada tanda.dilarang merokok di kawasan 

pelabuhan ini? 
Naraswnber : Sampai saal ini sebagai pengunjung behuu pemah melihal adanya 

Ianda-Ianda kawasan dilarang merokok. 
Peneliti : Apakah ibuk pernah melihat orang merokok atau pedagang rokok 

di kawasan pelabuhan ini? Kalau pemah apakah orang yang 
merokok tersebut pada tempat yang disediakan khusus untuk 
merokok? 

Narasmnber : Saya /ihat sehari-hari masih banyak perokok. Seperti yang kila 
lihat bersama masih banyak pengunjung, penjual pedagang atau 
pihak-pihak yang lerlibat di pelabuhan banyak yang merokok tidak 
ditempatnya dan kawasan juga yang khusus untuk merokok tidak 
ada. 
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1 JURUSAN MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK 
I = I PROGRAM PA CA SARJANA 

1 
~r u PBJJBATAM 

I~ UNIVERSITAS TERB KA - --

-------------~ 

LAMPlRAN V I 

CATATAN LAPANGAN 
HA fL W A W ANCARA 

Tanggal wawancara : 4 Oktober 2016 
Narasumber : Rosli Hendry 

Pekeijaan 

Umur 

Jenis Kelamin 

: Pegawai Negeri Sipil 

: 45 Tahun 

: Pri a 

Pendidikan terakhir : Strata l 

Tempat wawancara : Ruang tunggu Pelabuhan Domestik 

Tempat wawancara : 

Berikut hasi l wawancara dengan Bapak Rosli Hendri, Pengunjung Pelabuhan 
Peneliti : Selamat Siang Bapak. 
Peneliti : Mohon maaf. Saya bermak.sud mengadakan wawancara berkaitan 

dengan penerapan kawasan tanpa rokok (KTR) di Pelabuhan 
Tanjung Balai Karimun. 

Peneliti : Apakah bapak mengetahui kalau lokasi Pelabuhan ini adalah 
kawasan tanpa rakok dan kawasan terbatas merokok? 

Narasumber : Saya tidak mengetahui ka/au kawasan pe/abuhan ada/ah kawasan 
tanpa rokok 

Peneliti : Apakah bapak mengetahui adanya peraturan Bupati omor 14 
tahun 20 14 yang mengatur kawasan tanpa rokok dan salah satunya 
adalah pelabuhan? 

arasumber : Soya t1dak talw 
Peneliti : Apakah bapak pemah melihat ada tanda dilarang merokok di 

kawasan pelabuhan ini? 
Narasumber : Hnnbauan di/arang merokok atau tanda nampaknya 11dak ada. 
Penel iti : Apakah bapak pemah melihat orang merokok atau pedagang rokok 

di kawasan pelabuhan ini? 
Narasumber : Kalau dari aparatur atau petugas saya /ihar banyak seka/i orang 

merokok, ada j uga orang menjua/ rokok di pelahuhan mi. 
Peneliti : .\lenurut bapak untuk menjaga kesehatan masyarakat khususnya di 

tenpat-tempat umum seperti pelabuhan ini perlu apa tidak 
diberlakukannya peraturan kawasan tanpa rokok? 

Narasumber : Sebenamya per/u karena d1 pelahuhan mi tempat masuknya orang­
orang ke kabupalen karimun apalag1 yang dicanangkan bapak 
bupat1 ada/ah kanmun yang sehat 

l 
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Peneliti : Menurut ibu untu.k menjaga kesehatan masyarakat khususnya di 
tenpat-tempat urnurn seperti pe labuhan ini perlu apa tidak 
diberlakukannya peraturan kawasan tanpa rokok? 

Narasumber : Perlu karena tidak seluruhnya penumpang, p engunjung atau 
pengantar adalah lelaki sehingga perlu khwms untuk merokok, 
saran utk pelindo untuk diadakan tenpal khusus unluk merokok dan 
memasang rambu-rambu kawasan mana yg boleh dan tidak boleh 
untuk merkok apalagi sudah diterapkan adanya peraturan hupati .. 

- -
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- JURUSAN MAGISTER ADMTNISTRASI PUBUK 
.--- PROGRAM PASCA SARJANA ---- ._ UPBJJ BAT AM 

I ~-- . -=--..:---'---------·---·-------------' 

~ UNIVERSITASTERBUKA 

LAMPIRAN VlJ 

CATATAN LAPANGAN 
HASIL WA W ANCARA 

Tanggal wawancara: 3 Oktober 2016 
Narasurnber : Tutur Pradinata 

Pekerjaan 

Umur 

Jenis Kelamin 

: Pegawai Swasta (Petugas Agen KapaJ) 

: 39 Tahun 

: Pria 

Pendidikan terakhir : SL T A 

Tempat wawancara : Kantin Pelabuhan 

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Tutur Pradinata. Petugas Agen Kapal di 
Pelabuhan 
Peneliti : Selamat Siang Bapak 
Peneliti : Mohon maaf Bapak. Saya bermaksud mengadakan wawancara 

berkaitan dengan penerapan kawasan tanpa rokok (KTR) di 
Pelabuhan Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau. 

Peneliti : Apakah Bapak mengetahui kalau lokasi Pelabuhan ini ada lab 
kawasan tanpa rakok yang artinya tidak boleh merokok? 

Naraswnber : Soya tidak pernah mengetahur peraluran secm·a rinci. 
Peneliti : Apakah bapak mengetahui adanya peraturan Bupati Nomor 14 

taJmn 2014 yang mengatur kawasan tanpa rokok dan salah satunya 
adalaJ1 pelabuhan? 

Naraswnber : Soya Jidak pemah melihal adanya Julisan peraturan bupari ten tan?. 
/arangan merokok berupa perbup No l.J Tafnm 20 l.J 

Peneliti : Apakah Bapak pemah melihat ada tanda dilarang merokok di 
kawasan pelabuhan ini? 

Narasumber : Saya pernah melihat pelahuhan memasang spanduk di/arang 
merokok berupa papan kecil berupa gambar dilarang merokok di 
/okasi tertentu seperti ruan?.an VIP 

Peneliti : Apakah bapak pemah melihat orang merokok atau pedagang rokok 
di kawasan pelabuhan ini? Kalau pemah apakah orang yang 
merokok tersebut pada tempat yang disediakan khusus untuk 
merokok? 

Narasumber : Soya pernah melihal orang merokok hanya saja mereka merokok 
berada di luar kO'rl'asan hehas rokok. saya sering melihat di area 
parkir dan penjualan tiket. 

Peneliti : Menumt Bapak untuk menjaga kesehatan masyarakat khususnya di 
tenpat-tempat tunum seperti pelabuhan ini perlu apa tidak 
diberlakukannya peraturan kawasan tanpa rokok? 

l 
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Narasumber : Menumt saya perlu sekali bagi masyarokat yang tidak hobi 
merokok seperti saya mungkin dibatasi bagi perokok horns ada 
kawasan tersendiri untuk kegiatan merokok. 
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I JURLSAN MAGISTER ADMINISTRASI Pl-BU~ 
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UPBJJ BAT AM 
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PROGRAM PASCA SARJA~A l 
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! JURliSA~ MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK 
PROGRAM PASCA SARJANA 
UPBJJ BATAM 
UNIVERSITAS TERBl1KA 

LAMPIRAN XII 
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JURUSAN MAGISTER ADMINISTRASI PCBUK 
PROGRAM PASCA SARJANA 
VPBJJ BAT AM 
UNIVERSITAS TERBUK~ 

LAMPIRAN XIII 
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